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ABSTRAK

Nanda Alifia Nurjanah. 2024, SKRIPSI. Judul: “Analisis Implementasi Akuntansi
ljarah Dalam Transaksi Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya”

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Kata Kunci  : Akuntansi ljarah, Gadai Emas

Penelitian ini menelaah implementasi akuntansi ijarah dalam transaksi
gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian implementasi
akuntansi ijarah dalam transaksi gadai emas dengan PSAK 107 dan Fatwa Dewan
Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan Fatwa Dewan
Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah
data-data terkumpul, peneliti menganalisis untuk menemukan perbandingan antara
keadaan faktual dengan PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.
25/DSN-MUV/II/2002 tentang rahn serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No.
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi ijarah dalam
transaksi gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sesuai
dengan PSAK 107 dalam hal pengakuan dan pengukuran. Akan tetapi, terkait
penyajian dan pengungkapan belum sesuai dikarenakan pihak Pegadaian Syariah
Cabang Blauran Surabaya tidak menyusun laporan keuangan khusus untuk
pegadaian syariah. Temuan lain, pembiayaan Jjarah di Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya sudah menerapkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-
MUI/2000 dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/2002, namun
terkait besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang belum sesuai dengan
fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/2002. Ketidaksesuaian terjadi
karena besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan bergantung pada golongan
pinjaman rahin. Sehingga apabila pinjaman rahin besar, maka ujrohnya juga akan
besar, dan sebaliknya.
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ABSTRACT

Nanda Alifia Nurjanah. 2024, THESIS. Title: “Analysis of the Implementation of
ljarah Accounting in Gold Pawn Transactions at Sharia Pawnshop, Blauran
Surabaya Branch”

Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
Keywords : ljarah Accounting, Pawn Gold

This study examines the implementation of ijarah accounting in gold pawn
transactions at Pegadaian Syariah Blauran Surabaya Branch. The purpose of this
study is to describe and analyze the suitability of ijarah accounting implementation
in gold pawn transactions with PSAK 107 and National Sharia Board Fatwa No.
25/DSN-MUI/III/2002 concerning rahn and National Sharia Board Fatwa No.
09/DSN-MUI/IV/2000 concerning ijarah.

This research utilizes a qualitative descriptive method. Data collection
techniques include observation, interviews, and documentation. After collecting the
data, the researcher analyzes to identify comparisons between the factual situation
and PSAK 107, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002
regarding rahn, and Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000
regarding ijarah.

The research findings indicate that the implementation of ijarah accounting
in gold pawn transactions at Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya is in
line with PSAK 107 in terms of recognition and measurement. However, regarding
presentation and disclosure, it is not yet in accordance because Pegadaian Syariah
Cabang Blauran Surabaya does not prepare separate financial statements for
Sharia pawning. Another finding is that the ljarah financing at Pegadaian Syariah
Cabang Blauran Surabaya has adhered to the Fatwa Dewan Syariah Nasional No.
09/DSN-MUI/2000 and Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/2002.
However, concerning the amount of maintenance and storage fees, it is not yet in
accordance with Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/2002. The
discrepancy arises because the amount of maintenance and storage fees depends
on the category of the customer's loan. Therefore, if the customer's loan is large,
the fees will also be high, and vice versa.
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam realita kehidupan sosial ekonomi, masyarakat sering menghadapi
situasi dimana berbagai macam kebutuhan mereka harus dipenuhi, tetapi
perbandingannya tidak seimbang. Secara faktual, masyarakat disuguhkan dengan
keadaan yakni masyarakat membutuhkan dana berbentuk uang tunai, namun yang
publik sediakan hanyalah berbentuk barang atau bentuk lainnya selain uang tunai.
Untuk mengatasi masalah tersebut masyarakat memiliki opsi untuk menggunakan
aset yang dimiliki sebagai jaminan kepada lembaga tertentu (Sari & Martadinata,

2021).

Di Indonesia, ada dua bentuk lembaga pembiayaan konvensional dan syariah.
Semakin banyak orang yang cenderung memilih pembiayaan syariah karena
pembiayaan konvensional menggunakan sistem riba untuk mendapatkan
keuntungan dari setiap transaksi. Salah satu contoh lembaga pembiayaan syariah

yang ada di Indonesia ialah Pegadaian Syariah (Yusuf & BI, 2018).

Pegadaian Syariah adalah entitas Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi
sebagai lembaga keuangan non-bank, menyediakan layanan jasa peminjaman uang
dengan agunan. Di Surabaya, masyarakat cenderung tertarik pada produk
pembiayaan gadai emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Hal ini karena
budaya lokal yang menganggap emas sebagai investasi yang menjanjikan, dengan
keyakinan bahwa nilai jual emas lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi
lainnya (Adawiyah, Amnawaty, & Septiana, 2018). Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya mencatatkan pertumbuhan nasabah yang signifikan. Pada tanggal
30 Juni 2020, jumlah nasabah mencapai 15 juta orang, meningkat menjadi 18 juta
orang pada 30 Juni 2021, menunjukkan kenaikan sebesar 21,4%. Pada tahun 2022,
pertumbuhan nasabah terus berlanjut, dengan kenaikan sebesar 11,11% dari 18 juta

orang pada Juni 2021 menjadi 20 juta orang pada Juni 2022. Selain itu, terjadi



pertumbuhan nasabah pada semester II tahun 2022 sebesar 9,51%. (Pegadaian,
2023).

Pembiayaan gadai emas ialah output pegadaian dengan ikatan syariah yang
berawal dari nasabah diwajibkan untuk menyediakan aset sebagai jaminan ketika
mengajukan pinjaman. Setelah itu, Pegadaian memberikan pinjaman kepada
peminjam dengan jumlah yang sebanding dengan nilai aset itu. Setiap pinjaman
diberi periode tenggang, dan nasabah memiliki pilihan untuk melunasi pinjaman
sebelum jatuh tempo. Jika pinjaman tidak dilunasi saat periode pinjaman berakhir,
aset yang digunakan sebagai jaminan akan disita. Jika melewati batas waktu yang
ditentukan, Pegadaian memiliki hak untuk menyelenggarakan lelang aset jaminan,

dan aset tersebut tidak dapat dikembalikan kepada nasabah. (Mayangsari, 2019).

Pegadaian Syariah menerapkan dua jenis akad, yaitu akad rahn dan akad
ijarah. Akad rahn, menurut Zuhaili (1989), menyatakan bahwa “melibatkan
penahanan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang
diterimanya. Barang yang digunakan sebagai jaminan ini memiliki nilai ekonomis.
Dalam proses ini, nasabah menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya kepada
Pegadaian sebagai jaminan atas hutangnya. Selanjutnya, Pegadaian menyimpan
barang jaminan tersebut di tempat yang telah disiapkan. Penyimpanan ini
menghasilkan berbagai biaya terkait perawatan dan penyimpanan barang yang
dititipkan. Biaya-biaya ini disebut sebagai biaya sewa (ijarah) atas layanan
penitipan barang yang diberikan oleh Pegadaian Syariah, yang mana nasabah wajib
membayar biaya-biaya tersebut. Jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah
kepada Pegadaian sesuai dengan perjanjian awal dalam ketentuan rahn antara
kedua belah pihak, yang disusun untuk mencegah kerugian bagi pihak manapun

(Antonio, 2001).

Dalam menjalankan kegiatan gadai, Pegadaian Syariah berpedoman pada
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-
MUI/II/2002 tentang rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia No. 26/DSN-MUTI/III/2002 tentang rahn emas. Prosedur transaksi ijarah
diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang



pembiayaan ijarah. ljarah merujuk pada transfer hak penggunaan barang atau
layanan dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa upah, tanpa terjadi

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Sari & Martadinata, 2021).

Selain akad rahn, yang menjadi praktek utama Pegadaian Syariah,
pembiayaan gadai syariah juga mengharuskan pengawasan terhadap penerapan dan
pelaksanaan aspek akuntansi. Diperlukan pembaruan secara berkala untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perlakuan akuntansi yang digunakan oleh
Pegadaian Syariah sebagai dasar dalam pencatatan transaksi ijarah diatur dalam
PSAK 107 (ijarah). PSAK ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi terkait dengan pembiayaan

gadai syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh (Dewi, 2022) yang
menunjukkan bahwa penerapan akuntansi ijarah setelah ditindaklanjuti, Pegadaian
Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon masih belum sepenuhnya menerapkan
PSAK No.107 dengan optimal karena tidak melaporkan biaya perbaikan untuk
objek ijarah.

Penelitian ini juga dilakukan oleh (Saleem et al., 2022) menghasilkan
penelitian yang mengatakan bahwa praktik pembiayaan ijarah oleh bank-bank
Islam di Pakistan menujukkan adanya ketidaksesuaian dalam praktik pembiayaan
ijjarah yang berkaitan dengan dua klausul dari Standar Syariah AAOIFI dan
tantangan atau masalah utama yang dihadapi industri perbankan syariah, termasuk
kurangnya standarisasi, kerangka kerja peraturan dan pengawasan yang tidak
memadai dan kurangnya kesadaran akan produk perbankan syariah dan operasi

takaful (terutama di kalangan nasabah korporasi).

Dalam operasionalnya, Pegadaian Syariah membutuhkan pengawasan
terhadap penerapan dan pelaksanaan prinsip akuntansi dalam pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Hal ini bertujuan untuk menyajikan

informasi yang terkini, dapat dipercaya, dan relevan bagi pengguna, serta mematuhi



standar akuntansi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dikaji sejauh mana

Pegadaian Syariah telah menerapkan praktik pembiayaan gadai emas syariah.

Berdasarkan observasi lapangan, kegiatan pokok yang dilakukan oleh
Pegadaian Syariah Cabang Blauran adalah memberikan modal kepada masyarakat
dengan menggunakan barang sebagai jaminan, sesuai dengan prinsip hukum gadai.
Dalam proses pemberian pinjaman kepada nasabah, nilai barang jaminan
disesuaikan dengan jumlah uang yang dipinjamkan. Biaya perawatan dan
penyewaan tempat di Pegadaian Syariah Cabang Blauran dalam sistem gadai
syariah sering disebut sebagai biaya ijarah, dan umumnya dihitung setiap 10 hari.
Biaya administrasi dan ijarah tidak boleh bergantung pada jumlah pinjaman,
melainkan berdasarkan nilai barang yang digadaikan. Besar pinjaman ditentukan
dari nilai jaminan yang diserahkan, di mana semakin tinggi nilai barang, semakin

besar pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Dalam praktik di Pegadaian Syariah Cabang Blauran, terdapat perbedaan
dalam penerapan biaya ijarah ketika dua nasabah yang menggadaikan barang yang
sama dengan nilai taksiran dan kondisi yang identik. Meskipun nasabah pertama
memperoleh pinjaman sesuai dengan nilai taksiran, ia tidak diberi potongan biaya
ijarah. Sementara itu, nasabah kedua diberikan potongan biaya ijarah. Perlu dicatat
bahwa biaya ijarah di Pegadaian Syariah tidak bergantung pada besarnya pinjaman

yang diterima oleh nasabah, melainkan ditentukan oleh nilai barang jaminan.
Tabel 1. 1

Perhitungan Biaya [jarah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

No. Nilai Pinjaman Jumlah Administrasi | Jumlah |  Ujrah
Taksiran Maksimal Pinjaman Hari
1. | Rp4.583.000 | Rp 3.600.000 | Rp 3.600.000 | Rp 3000 10 Rp 2.500
2. | Rp4.583.000 | Rp 3.600.000 | Rp 2.500.000 | Rp 3000 10 Rp 2000

Sumber: diolah oleh penulis (2023)




Dari contoh tersebut, terlihat bahwa Pegadaian Syariah Cabang Blauran
tidak konsisten dalam menerapkan biaya ijarah terhadap nasabah, tergantung pada
jumlah pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian. Pada dasarnya, dalam sistem
gadai syariah, biaya ijjarah (biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang
digadaikan) tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan
nilai barang jaminan yang digadaikan. Artinya, besarnya biaya ijarah harus tetap
sama, tidak peduli seberapa besar jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah

(No.25/DSN-MU1/2002, 2003).

Studi yang dilakukan oleh Siti Muthmainah (2018) dengan judul Analisis
Penerapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu
menyimpulkan bahwa biaya ujrah yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah sesuai
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002. Penelitian
tersebut menunjukkan bahwa perhitungan biaya wujrah tidak bergantung pada
jumlah pinjaman nasabah. Faktor yang membedakan tarif adalah adanya diskon
yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan pinjaman di bawah harga

pinjaman maksimum. (Sari & Martadinata, 2021).

Fenomena ini menjadi subjek penelitian yang menarik karena merupakan
permasalahan yang memerlukan solusi yang dapat memberikan pemecahan. Oleh
karena itu, penulis merasa tertarik untuk menjalankan penelitian dengan judul:
Analisis Implementasi Akuntansi Ijarah Dalam Transaksi Gadai Emas Di PT.

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan
masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi akuntansi ijarah dalam transaksi gadai emas
(rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?
2. Bagaimana implementasi akuntansi ijarah di Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa DSN No.25/DSN-
MUI/I1/2002 serta Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000?



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini,

berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi terkait akuntansi

ijarah dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya

2. Untuk menganalisis tingkat kesesuaian implementasi ijarah dengan
PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/I11/2002 serta Fatwa
DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 di Pegadaian Syariah Cabang

Blauran Surabaya

1.3.2 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Harapannya, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan
dalam pengembangan ilmu akuntansi, terutama dalam ranah akuntansi
syariah, khususnya terkait implementasi akuntansi ijarah dalam transaksi
gadai emas.

2. Manfaat Praktis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi model dalam penerapan
akad gadai syariah di Pegadaian, terutama di Pegadaian Syariah Cabang

Blauran Surabaya.

1.4 Batasan Penelitian
Batasan penelitian di sini ditetapkan untuk mempersempit lingkup

penelitian. Fokus penelitian terarah pada penerapan akuntansi ijarah dalam
transaksi gadai emas, dengan penyesuaian pada Standar Akuntansi Syariah No.107
dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini

dilakukan secara khusus di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.



KAJIAN PUSTAKA

BABII

2.1 Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian terkait implementasi akuntansi ijarah akan digunakan

sebagai pembanding dan acuan dalam penelitian ini, yakni di antaranya:

Tabel 2. 1

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Persamaan Perbedaan
Peneliti Penelitian Penelitian

1. | Imada Nur & | Perlakuan Metode Fokus masalah terletak
Dwi Akuntansi penelitiannya pada penjelasan akuntansi
Ermayanti Pembiayaan sama-sama ijarah berdasarkan PSAK
(2023) [jarah memakai 107, fatwa DSN-MUI No.
Berdasarkan penelitian 09 tahun 2000, dan fatwa
PSAK No. 107 | kualitatif, DSN-MUI No. 25 tahun
(Studi Kasus | pembahasan pun | 2002, serta penentuan
BMT Rizqona | tentang penerapan | diskon biaya ijarah di PT
Ikabu ijarah. Pegadaian Syariah Cabang
Tambakberas Blauran Surabaya.
Jombang) Sebelumnya,  penelitian

terfokus pada perlakuan
akuntansi

ijarah berdasarkan PSAK

pembiayaan

No. 107 saja, seperti yang

dijelaskan dalam studi
kasus BMT Rizqona Ikabu
Jombang.




No Nama Judul Persamaan Perbedaan
Peneliti Penelitian Penelitian
2. | Shujaat Pencapaian Dalam kajian ini, | Perbedaannya terletak
Saleem et., al | Standardisasi | pembahasan yang | pada pedoman ijarah yang
(2022) Lembaga dijelajahi  sama, | digunakan yang mana
Perbankan yaitu tentang | penulis menggunakan
Islam di | penerapan ijarah, | pedoman PSAK 107 dan
Pakistan: dengan  metode | Fatwa MUI sedangkan
Analisis analisis yang | penelitian terdahulu
Pembiayaan serupa, yaitu | menggunakan  pedoman
ljarah metode deskriptif. | Standar Syariah AAOIFI.
3. | Komala Dewi | Analisis Penelitian ini | Terletak  pada  fokus
(2022) Penerapan menggunakan masalah, penulis
Akuntansi metode penelitian | memfokuskan mengenai
[jarah kualitatif, dengan | implementasi  akuntansi
Berdasarkan fokus pada | ijarah berdasarkan PSAK
PSAK 107 | penerapan  akad | 107, fatwa DSN-MUI No.
Pada PT | ijarah di | 09 tahun 2000 dan fatwa
Pegadaian Pegadaian DSN-MUI No. 25 tahun
Syariah UPS | Syariah. 2002 serta  penentuan
Perjuangan, diskon biaya ijarah Pada
Cirebon PT Pegadaian Syariah

Cabang Blauran Surabaya

sedangkan penelitian
terdahulu membahas
mengenai penerapan
akuntansi ijarah

berdasarkan PSAK 107

saja Pada PT Pegadaian




No Nama Judul Persamaan Perbedaan
Peneliti Penelitian Penelitian
Syariah UPS Perjuangan
Cirebon
4. | Devy Asmita | Implementasi | Pembahasan yang | Perbedaan terletak pada
dkk., (2022) | Akad Jjarah | dikaji sama yaitu | fokus masalah, di mana
Muntahiyah tentang penelitian ini lebih
Bittamlik Pada | implementasi difokuskan pada
Produk ijarah implementasi  akuntansi
Pembiayaan ijarah  dalam transaksi
PT. Bank gadai emas berdasarkan
Muamalat Fatwa DSN No. 09 tahun
Indonesia, Tbk 2000, Fatwa DSN No. 25
Kantor tahun 2002, dan PSAK
Cabang Binjai 107. Sementara  itu,
penelitian terdahulu lebih
berfokus pada
implementasi akad ijarah
muntahiyah bittamlik
berdasarkan Fatwa DSN
No. 71 tahun 2008 pada
pembiayaan modal usaha
di PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk Kantor
Cabang Binjai.
5. | Baiq Suriati | Penerapan Perbedaannya Perbedaan tersebut terletak
(2021) Akad  Jjarah | terletak pada | pada fokus masalah, di
Pada Produk | metode penelitian | mana penelitian ini lebih
Pembiayaan yang menitikberatkan pada
Multijasa  di | menggunakan implementasi  akuntansi
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No Nama Judul Persamaan Perbedaan
Peneliti Penelitian Penelitian

Koperasi pendekatan ijarah  dalam transaksi
Simpan kualitatif, serta | gadai emas, sementara
Pinjam  dan | pembahasan yang | penelitian sebelumnya
Pembiayaan difokuskan pada | lebih difokuskan pada
Syariah penerapan  akad | penerapan akad ijarah
(KSPPS) ijarah. pada produk pembiayaan
Gumarang multijasa.
Akbar Syariah
Mataram

6. | Hamsah Penerapan Metode Perbedaan terletak pada
Hudafi & | Akad  Ijarah | penelitiannya fokus  masalah  yang
Ahmad Budi | Dalam Produk | sama yakni | diteliti, di mana penelitian
Lakuanine Pembiayaan kualitatif ini lebih menekankan pada
(2021) Bank Syariah implementasi  akuntansi

ijarah dalam produk gadai
emas di Pegadaian Syariah
Cabang Blauran Surabaya,
sementara penelitian
sebelumnya berfokus pada
penerapan akad ijarah
dalam produk pembiayaan
umroh di Bank Syariah.

7. | Hartian Sari, | Analisis Perbedaannya Terletak  pada  fokus
Sudrajat Penerapan terletak pada fokus | masalah, penulis
Martadinata | PSAK No.107 | masalah yang | memfokuskan mengenai
(2021) (Revisi 2009) | diteliti, di mana | implementasi  akuntansi

Tentang

Akuntansi

penelitian ini lebih

menekankan pada

ijarah berdasarkan PSAK
107, fatwa DSN-MUI No.
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No Nama Judul Persamaan Perbedaan
Peneliti Penelitian Penelitian
Ijarah Dalam | implementasi 09 tahun 2000 dan fatwa
Rahn  (Studi | akuntansi  ijarah | DSN-MUI No. 25 tahun
Kasus  Pada | dalam produk | 2002  serta  penentuan
Pegadaian gadai emas di | diskon biaya ijarah Pada
Syariah Pegadaian Syariah | PT Pegadaian Syariah
Cabang Cabang Blauran | Cabang Blauran Surabaya
Sumbawa) Surabaya, sedangkan penelitian
sementara terdahulu membahas
penelitian mengenai penerapan
sebelumnya akuntansi ijarah
berfokus pada | berdasarkan PSAK 107
penerapan  akad | saja Pada PT Pegadaian
ijarah dalam | Syariah UPS Perjuangan
produk Cirebon.
pembiayaan
umroh di Bank
Syariah.
8. | Salahudin Implementasi | Metode Perbedaannya terletak
(2021) Produk penelitiannya pada objek penelitian, di
Pembiayaan sama yakni | mana  penelitian  ini
Arrum Dalam | kualitatif memfokuskan pada
Usaha Mikro implementasi  akuntansi
Ditinjau  dari ijarah  dalam transaksi
Hukum Islam gadai emas, sementara
(Studi di penelitian sebelumnya
Pegadaian mengenai  implementasi

Syariah Kota
Tangerang)

produk pembiayaan arrum

dalam usaha mikro, yang
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No

Nama Judul Persamaan Perbedaan

Peneliti Penelitian Penelitian

dilihat dari sudut pandang

hukum Islam.

Dilihat dari tabel penelitian diatas, tidak hanya penelitian ini yang membahas
mengenai implementasi PSAK No. 107 dalam transaksi gadai emas yang ada pada
Pegadaian Syariah meskipun dengan lokasi objek yang tidak sama. Dengan adanya
penelitian yang telah dilakukan penelitian yang lain ini bisa menjadi bahan acuan

pada penyusunan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2022) menyimpulkan bahwa
Penerapan akuntansi ijarah pada pembiayaan gadai emas (rahn) berdasarkan PSAK
107 di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon telah memperhatikan
pengakuan dan pengukuran sesuai dengan PSAK 107. Namun, penyajiannya belum
sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 karena tidak ada biaya perbaikan yang
dilaporkan untuk objek ijarah. Meskipun begitu, terdapat biaya ijarah yang
dibebankan kepada rahin dan PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon
melaporkan laporan keuangannya secara terpusat dan online, sehingga tidak ada

laporan khusus yang disusun.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Hudafi & Lakuanine, 2021) Dari hasil
penelitian, disimpulkan bahwa akad ijarah pada produk pembiayaan umroh di Bank
Syariah memperbolehkan praktik sewa menyewa. Kesepakatan semua ulama
menunjukkan persetujuan bahwa sewa menyewa diizinkan, mengingat manusia
selalu menghadapi keterbatasan dan kekurangan. Pendapat ini diperkuat oleh tiga
dasar hukum Islam yang mendasar, yaitu Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijma'. Oleh
karena itu, hukum ini dianggap sebagai sumber utama dalam penggalian hukum

Islam.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Musawamah & Susilo, 2023)

menyimpulkan bahwa pelaksanaan akuntansi pembiayaan ijarah di BMT Rizqona
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Ikabu Tambakberas Jombang yaitu melakukan pencatatan transaksi kedalam system
computer atau melakukan pencatatan by system khusus. Pembiayaan ijarah di BMT
Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang terdapat minimal pembiayaan yaitu untuk
pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dengan
penetapan ujrah atau bagi hasilnya dikatakan pada nominal. Dengan keseluruhan
perlakuan atas transaksi akuntansi ijarah di BMT Rizqona lkabu Tambakberas
Jombang telah sesuai dengan PSAK No.107 dan sudah tertera dengan jelas dalam

akad pembiayaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Asmita, Sakdiah, & Alam, 2022)
menyimpulkan Dalam perjanjian pembiayaan melalui akad [jarah Muntahiyah
Bittamlik di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk kantor Cabang Binjai, terdapat
beberapa pilihan bentuk akad yang digunakan, termasuk perjanjian baku atau
standar bernama, akad pokok, akad asesoir, dan akad bertempo. Proses transaksi
ljarah Muntahiyah Bittamlik didasarkan pada perpindahan manfaat (hak guna),
bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Dengan demikian, prinsip dasar ljarah
Muntahiyah Bittamlik sejalan dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya
terletak pada objek transaksi. Jika dalam jual beli objek transaksi adalah barang,

dalam ijarah, objek transaksi bisa berupa barang maupun jasa.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Suriati, 2021) menyimpulkan
bahwasanya Penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa di KSPPS
Gumarang Akbar Syariah Mataram menawarkan dana yang dapat digunakan untuk
berbagai keperluan, seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan biaya
pernikahan. Dalam praktiknya, terdapat akad wakalah, di mana anggota diberi
kuasa penuh untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (penyedia jasa).
Hal ini karena banyak anggota yang lebih memilih untuk secara langsung memilih
dan membayar penyedia jasanya sendiri. KSPPS Gumarang Akbar Syariah
memandang bahwa mereka tidak menyewakan jasa, melainkan menjual jasa
tersebut. Ini dilakukan dengan KSPPS membiayai sejumlah yang dibutuhkan oleh

anggota.



14

(Saleem et al., 2022) menghasilkan penelitian yang mengatakan bahwa
praktik pembiayaan ijarah oleh bank-bank Islam di Pakistan menujukkan adanya
ketidaksesuaian dalam praktik pembiayaan ijarah yang berkaitan dengan dua
klausul dari Standar Syariah AAOIFI dan tantangan atau masalah utama yang
dihadapi industri perbankan syariah, termasuk kurangnya standarisasi, kerangka
kerja peraturan dan pengawasan yang tidak memadai dan kurangnya kesadaran
akan produk perbankan syariah dan operasi takaful (terutama di kalangan nasabah

korporasi).

Pada penelitian (Sari & Martadinata, 2021) menyimpulkan bahwa penerapan
PSAK 107 pada rahn telah sesuai dengan PSAK 107, di mana pengakuan dan
pengukuran untuk pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian kepada nasabah diakui
sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya akad pembiayaan dan
sewa/ujrah. Dalam hal penyajian dan pengungkapan, Pegadaian Syariah

menyajikannya dalam laporan keuangannya sebagai pendapatan ijarah.

(Salahudin, 2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan
arrum di Pegadaian Syariah Kota Tangerang menggunakan akad rahn. Dalam
melakukan pembiayaan arrum, nasabah diminta untuk menyediakan kelengkapan

administrasi. Setelah akad dilaksanakan, proses pembiayaan arrum dapat dimulai.

Ada berbagai persamaan serta perbedaan antara penelitian di atas dengan

penelitian kali ini, yaitu :

Hasil dari beberapa penelitian diatas adalah beberapa lembaga pembiayaan
mulai dari pembiayaan bank dan pembiayaan non bank masih belum sepenuhnya
menerapkan PSAK 107. Kemudian persamaannya dari penelitian ini dengan
penelitian terdahulu ada dalam metode yang digunakan. Metode yang dipakai ialah
metode deskriptif kualitatif. Yang didapatkan dengan melakukan wawancara

kepada narasumber agar bisa mendapatkan gambaran atau data yang dibutuhkan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada
objek yang diteliti. Penelitian ini memusatkan perhatian pada Pegadaian Syariah

Cabang Blauran Surabaya, sebuah lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
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yang telah beroperasi sejak tahun 2002 dan berlokasi di Kota Surabaya. Pegadaian
Syariah ini terkenal dengan fokusnya pada tiga bidang bisnis utama, yaitu
pembiayaan, emas, dan penyediaan jasa. Tujuan utama Pegadaian Syariah adalah
untuk menyediakan layanan pinjam meminjam yang cepat, aman tanpa riba, dan
sesuai dengan prinsip syariah kepada nasabahnya. Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya dipilih sebagai objek penelitian karena posisinya yang strategis
sebagai kantor pusat operasional yang melayani lebih banyak layanan dibandingkan
dengan unit-unit lainnya. Selain itu, minat masyarakat Surabaya terhadap
pembiayaan gadai emas syariah juga menjadi pertimbangan. Pada tahun 2022,
cabang ini mencatat pertumbuhan outstanding financing sebesar 13,87% dengan
dukungan dari pertumbuhan nasabah sebesar 9,51%. Oleh karena itu, diperlukan
pengawasan yang ketat terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan,
khususnya dalam hal perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas, agar sesuai
dengan prinsip syariah yang diatur baik oleh PSAK maupun fatwa DSN-MUIL
(Pegadaian, 2023).

2.2 Kajian Teoritis
2.2.1 Ijarah

2.2.1.1 Pengertian Ijarah
Secara etimologis, kata ijarah" berasal dari kata "al-ajru", yang berarti

"imbalan terhadap suatu pekerjaan". Dalam konteks lain, "ijarah" juga
disebut "al-ujrah", yang memiliki makna "upah" atau "sewa" (Djamil,
2012). Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-
MUI/IV/2000, ijarah adalah sebuah akad yang mengalihkan hak
penggunaan atau manfaat atas barang atau jasa dalam jangka waktu yang
telah disepakati dengan membayar sewa atau upah, tanpa adanya
pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan. Menurut (PAPSI,
2013) ijarah adalah sebuah akad sewa-menyewa yang terjadi antara
mu’ajjir (pemberi sewa/lessor) dengan musta’jir (penyewa/lessee) atas
ma jur (objek sewa) dengan tujuan mendapatkan upah atas barang yang
disewakannya. Berdasarkan PSAK 107, ijarah adalah akad sewa menyewa

objek ijarah tanpa terjadi perpindahan risiko dan manfaat atas status
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kepemilikan aset yang disewakan, baik dengan atau tanpa perjanjian untuk
memindahkan kepemilikan dari mu’jir (pemilik) kepada musta jir

(penyewa), dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut (Mas'adi, 2002) Dalam akad ijarah, terdapat beberapa istilah
yang penting untuk dipahami. Pertama adalah mu ajjir, yang merujuk
kepada pihak yang menyewakan barang atau jasa. Kemudian, ada musta jir,
yang merupakan pihak penyewa atau yang menggunakan barang atau jasa
tersebut. Objek ijarah yang merupakan manfaat dari barang atau jasa yang
disewakan dikenal dengan istilah ma jur. Selain itu, ada istilah ujroh, yang
mengacu pada uang sewa yang harus dibayarkan atas penggunaan manfaat

dari barang atau jasa yang disewa.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa
ijarah adalah sebuah perjanjian sewa - menyewa yang mengenai manfaat
dari barang atau jasa tanpa ada pemindahan kepemilikan atas barang
tersebut. Perjanjian ini memiliki durasi tertentu dan melibatkan pembayaran
sewa atau upah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat saat akad
dilaksanakan. Menurut (Mas'adi, 2002, p. 183) ijarah dibagi menjadi dua

yaitu :

a. ljarah dengan memahami manfaat dari suatu barang, yang sering kali
terkait dengan praktik sewa - menyewa seperti pembelian kendaraan
atau sewa rumah, ijarah dalam konteks ini dianggap terwujud ketika
barang yang disewakan diserahkan kepada penyewa untuk digunakan
sesuai kesepakatan.

b. [jarah dengan menggunakan sumber daya manusia, yang umumnya
dikenal sebagai tenaga kerja, seperti mempekerjakan seseorang sebagai
buruh pabrik, teknisi, dan lain sebagainya, ijarah pada konteks ini
hanya akan terwujud jika pihak yang menyewakan jasa atau tenaganya

telah memenuhi kewajibannya.
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2.2.1.2 Dasar Hukum Jjarah
Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah yang sah dibolehkan dalam

Al-Qur’an atau Hadist. Dalil — dalil dibolehkannya adalah sebagai berikut :

a. Firman Allah Swt Surat Al-Bagarah ayat 233 :

Q0158057 el 2 L 2l 13) A& 2154 6 R0V 31 s 5 O 05 )5
st sl Ly i O 1515

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan
cara yang patut. Bertagwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa
sesungguhnya Allah Maha Meliha tapa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-
Bagarah : 233).

(Ghoffar, 2005) pada bukunya tafsir ibnu katsir jilid-1 mengartikan
“jika bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukan
anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, baik dari pihak si
bapak maupun si ibu, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas
penyerahan bayi mereka. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak
bapak untuk memenuhi permintaan penyerahan bayi itu (untuk disusui
wanita lain) apabila ia telah menyerahkan upahnya yang terdahulu
dengan cara yang baik, lalu si bayi disusukan wanita lain dengan upah

tersebut dengan cara yang ma’ruf.

Dari tafsir tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila pasangan
suami istri tidak mampu atau tidak bisa menyusui anaknya sendiri
karena alasan tertentu, maka diperbolehkan menyusukan anaknya
kepada wanita lain yang bukan ibu dari anak tersebut demi kebaikan
si anak selama mereka memberikan upah yang layak bagi wanita yang
menyusui anaknya tersebut. Jadi dalam ayat ini, Allah memberi
kemudahan untuk orang-orang yang berada dalam kesulitan, baik
dalam hal waktu, tenaga maupun materi dengan meminta manfaat

akan jasa atau barang orang lain dengan memberikan upah yang layak.
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b. Firman Allah Swt Surat Al-Qasas ayat 26 :
e g sl salin a5 GFealing el G Ghs) i
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : wahai ayahku
pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau
pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Qs. Al-
Qasas : 26)

Dalam tafsir Jalalain menyebutkan bahwa (salah seorang dari
kedua wanita itu berkata) yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi
Musa yaitu yang paling besar atau yang paling kecil (“Ya bapakku!
Ambillah dia sebagai seorang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja
kita, khusus untuk menggembalakan kambing milik kita, sebagai ganti
kami (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil
untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya).
Maksud dari ayat diatas adalah dalam mengamanahkan suatu
pekerjaan kepada seseorang, maka pilihlah seorang pekerja yang kuat
jasmaninya dan dapat dipercaya.

1. Kuat sebagai kriteria mengenai objek ijarah, yaitu spesifikasi
manfaat barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas. Jika yang
disewakan merupakan manfaat atas suatu barang, maka harus bisa
diidentifikasi secara fisik, artinya barang yang disewakan tersebut
tidak boleh rusak atau harus berfungsi sebagaimana mestinya. Hal
ini untuk menjamin penyewa menerima manfaat atas akad ijarah
yang dilaksanakan.

2. Dalam akad ijarah, baik dalam bentuk manfaat atas barang
maupun jasa terdapat perjanjian, baik mengenai waktu, barang
sewaan ataupun jasa yang akan diberikan. Mengenai waktu
misalnya, pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya sesuai
jangka waktu yang telah disepakati. Begitu pula sebaliknya, pihak
yang mempekerjakan harus membayar upah pekerja tersebut
secara tepat waktu apabila pekerja sudah menyelesaikan

pekerjaannya dengan baik, sehingga pihak pemberi kerja telah
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menerima manfaat atas pekerjaannya tersebut. Dengan demikian,
amanah atau kepercayaan sangat dibutuhkan diantara keduanya
(penyewa dan pemberi sewa).
c. Diriwayatkan dari Ibnu Umar :
“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.
(HR. ‘Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khuduri).
Secara implisit, hadis ini menyiratkan bahwa sebelum suatu transaksi
atas jasa dilakukan, harus disepakati tentang nilai transaksi yang

dilakukan atas jasa yang ditawarkan.

2.2.1.3 Rukun dan Ketentuan Syariah Jjarah
(Nurhayati, 2014) menjelaskan bahwa rukun dan ketentuan syariah

transaksi ijarah adalah sebagai berikut :
a. Rukun ijarah ada tiga macam, yaitu :

1. Pihak yang terdiri atas pemberi sewa atau jasa (mu jir) dan penyewa
atau pengguna jasa (musta jir).

2. Objek akad ijarah berupa manfaat aset (ma jur) dan pembayaran
sewa atas suatu jasa.

3. Ijab kabul atau serah terima.
b. Ketentuan Syariah :

1. Pelaku harus mengerti hukum dan baligh.
2. Objek akad ijarah
a.) Manfaat aset atau jasa adalah sebagai berikut :

1) Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam perjanjian.
Misalnya sewa komputer, maka komputer itu harus berfungsi
sebagaimana mestinya dan tidak rusak.

2) Diperbolehkan secara syariah (tidak diharamkan), maka
ijarah atas objek sewa yang melanggar prinsip syariah
hukumnya tidak sah. Misalnya memberi upah seseorang

untuk membunuh, dan lain sebagainya.
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3) Dapat dialihkan secara syariah. Contoh manfaat yang tidak
dapat dialihkan secara syariah, sehingga tidak sah akadnya
diantaranya adalah kewajiban sholat, barang yang dapat
habis dikonsumsi seperti makanan dan minuman tidak dapat
dijadikan objek ijarah karena mengambil manfaat darinya
sama saja dengan memiliki atau menguasainya.

4) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa
untuk menghilangkan ketidaktahuan yang mengakibatkan
sengketa.

5) Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas,

misalnya tiga tahun.

b.) Upah merupakan sesuatu yang dijanjikan akan dibayar penyewa
atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai

pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya.

1) Harus jelas besarnya dan diketahui oleh para pihak yang
berakad. Misalnya, merekrut karyawan untuk dijadikan
penjaga toko dengan gaji yang disepakati 2 juta per bulan.
tidak boleh menyatakan gajinya tergantung dari penjualan
toko, karena besarnya menjadi tidak pasti.

2) Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis
yang serupa dengan objek akad.

3) Bersifat fleksibel, dalam artian, akan berbeda untuk rentang
waktu, tempat, dan jarak serta lainnya yang berbeda.
Misalnya, sewa mobil yang bermerk sama, yakni Avanza
keluaran tahun 2019, di Surabaya. Sewa per hari Rp. 500.000
sedangkan di Yogyakarta Rp. 400.000.

3. Tjab Kabul

[jab Kabul dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua

belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik
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aset (bank syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa
(nasabah) yang dilakukan secara lisan, tertulis, melalui

korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2.2.1.4 Hak dan Kewajiban Pihak yang Bertransaksi

(Yaya, 2009, p. 287) menjelaskan bahwa perjanjian pada akad

pembiayaan ijarah akan menimbulkan dampak yang berupa hak dan

kewajiban para pihak yang bertransaksi di dalamnya. Berikut ini akan

dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam

akad ijarah:

a. Pihak yang menyewakan

1.

Menyediakan aset yang disewakan.

2. Menanggung biaya pemeliharaan aset. Biaya ini meliputi biaya yang

terkait langsung dengan substansi objek sewaan yang manfaatnya
kembali kepada pemberi sewanya, misalnya biaya penambahan
fasilitas dan reparasi yang bersifat insidental. Semua biaya ini
dibebankan kepada pemberi sewa. Jika pemberi sewa menolak
menanggungnya, maka sewa-menyewa tersebut sifatnya batal. Jika

terdapat kelalaian penyewa, tanggung jawab ada pada penyewa.

3. Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.

b. Pihak penyewa

1.

Membayar sewa pada waktu yang telah ditentukan dan bertanggung
jawab untuk menjaga kebutuhan aset yang disewa, serta
menggunkannnya sesuai kontrak.

Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan atau tidak
material. Biaya ini meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan
optimalisasi fasilitas yang disewa. Contohnya adalah mengisi bensin
untuk kendaraan yang disewa.

Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari

penggunaan yang dibolehkan juga bukan karena kelalaian pihak
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penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas

kerusakan tersebut.

2.2.1.5 Berakhirnya Akad Ijarah

(Nurhayati, 2014, p. 234) menyebutkan ada beberapa penyebab

berakhirnya akad ijarah diantaranya adalah :

1.

Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih
dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan
beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan
lahan untuk pertanian (Sabiq, 2006 ).

Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat
menghentikan akad ijarah.

Terjadi kerusakan aset.

Penyewa tidak dapat membayar sewa.

Salah satu pithak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk
meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa
tidak masalah, maka akad akan tetap berlangsung. Kecuali akadnya
adalah upah menyusui, maka bila sang bayi atau yang menyusui

meninggal maka akadnya menjadi batal.”

2.2.2 Gadai Syariah (Rahn)
2.2.2.1 Pengertian Rahn

Secara terminologi rahn didefinisikan oleh beberapa ulama figih antara

lain menurut ulama Malikiyah : “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai

jaminan utang yang bersifat mengikat”, menurut ulama Hanafiyah :

“Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang

mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun

sebagiannya”, dan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah ; “Menjadikan materi

(barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang

apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu (Djamil,

2012, p. 233).
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Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa
rahn adalah pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan (marhun)
sebagai jaminan atas utang (marhun bih), dengan ketentuan bahwa pihak
yang memberi utang (murtahin) mempunyai hak menahan marhun sampai
semua marhun bih dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik
penerima pinjaman (rahin), yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan
murtahin, kecuali dengan seizin rahin, tanpa mengurangi nilainya, serta
sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya
pemeliharaan dan perawatan marhun adalah kewajiban rahin, yang tidak
boleh ditentukan berdasarkan jumlah marhun bih. Apabila marhun bih telah
jatuh tempo, maka murtahin memperingatkan rahin untuk segera melunasi
marhun bih, jika tidak dapat melunasi marhun bih, maka marhun dijual
paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi
marhun bih, biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang belum
dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik

rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin .

2.2.2.2 Dasar Hukum Rahn
Rahn tergolong dalam kegiatan muamalah yang dasar hukumnya dapat

merujuk dari Al-Qur’an maupun Hadist.

a. Al-Qur’an
Dalil yang memperbolehkan gadai, terdapat dalam surat Al-Baqarah
ayat 283 :
AT el 3l 35 s 2 Oy (7R s (0 3 IS ) 5305 35 i e 258 )5

858 3ls
“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan
seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.”
(Qs. Al-Baqgarah : 283).
(Ghoftar, 2005, p. 569) dalam bukunya tafsir ibnu katsir jilid-1
menafsirkan “Jika kamu dalam perjalanan”. Yakni, sedang melakukan

perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas waktu tertentu,
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“Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis”. Yaitu seorang
penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan:
“Atau mereka mendapatkan penulis, tetapi tidak mendapatkan kertas,
tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang
oleh pemberi pinjaman. Maksudnya, penulisan ini diganti dengan
jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. “Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Ayat ini
dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa jaminan berupa sesuatu yang
dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat Imam Syafi’i dan
jumhur ulama. Dan ulama lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil
bahwa barang jaminan itu harus berada di tangan orang yang memberi

gadai.
As-Sunnah
Dari Aisyah r.a, Rasulullah SAW bersabda :

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang
vahudi dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. (HR.
Bukhori dan Muslim).

Sistem gadai sudah diterapkan oleh Rasulullah semenjak zaman

dahulu. Dalam hadist diatas sistem gadai tidak memandang agama, karena

Rasulullah dalam hadist tersebut menggadaikan baju besi yang bernilai

kepada seorang yahudi supaya yang menerima gadai tidak merasa

dirugikan.
2.2.2.3 Rukun dan Syarat Rahn
a. Rukun Rahn

Menurut (Djamil, 2012, p. 234) dalam perjanjian akad gadai, harus

memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut adalah :

1.

Rahin (yang menggadaikan), syarat Rahin : orang yang telah dewasa,
berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
Murtahin (yang menerima gadai), orang yang dipercaya rahin untuk

mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.
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Marhun (barang yang digadaikan), barang yang digunakan rahin
untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.

Marhun bih (utang), sejumlah dana yang diberikan murtahin dalam
melakukan transaksi gadai.

Sighat (ijab qabul), kesepakatan antara rahin dam murtahin dalam

melakukan transaksi gadai.

b. Syarat — syarat Rahn

Sebelum dilakukan Rahn, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad

menurut (Shiddieqy, 2001, p. 28) adalah suatu perbuatan yang dialakukan

oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.

Menurut (Sabiq, 2006 ) dalam bukunya figh sunnah bahwa rahn itu baru

dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu :

1.

Berakal

2. Baligh
3.
4

Adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung

. Barang diterima oleh penggadai atau wakilnya.

2.2.2.4 Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (Murtahin) dan Pemberi Gadai

(Rahin)

(Ghufron, 2005, p. 26) menyebutkan bahwa pada perjanjian akad

rahn akan menimbulkan dampak berupa hak dan kewajiban para pihak

yang bertransaksi di dalamnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai hak-

hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad rahn :

a. Hak Penerima Gadai (Murtahin)

1.

Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat
memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan
barang gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman
(marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.

Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah

dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
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Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan

barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (rahin).

b. Kewajiban Penerima Gadai (Murtahin)

1.

Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya
barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk

kepentingan sendiri.

. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai

sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

c. Hak Pemberi Gadai (Rahin)

1.

Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia
melunasi pinjaman.

Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan
hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian
penerima gadai.

Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai
setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila

penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

d. Kewajiban Pemberi Gadai (Rahin)

1.

Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya
dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang
ditentukan oleh penerima gadai.

Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai
miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi

gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.
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2.2.2.5 Barang Jaminan Gadai Syariah
Menurut ulama Syafi’iyah, barang yang dapat dijadikan marhun,

semua barang yang dapat diperjual belikan, dengan syarat :

a. Barang yang akan dijadikan barang jaminan itu, berupa barang
berwujud di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserah
terimakan secara langsung.

b. Barang yang akan dijadikan barang jaminan tersebut sudah menjadi hak
milik rahin.

c. Barang yang akan dijadikan marhun itu harus berstatus piutang bagi
murtahin.

d. Sedangkan menurut ulama figih, marhun harus memenuhi syarat
sebagai berikut :

1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan
utangnya.

2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).

3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.

4) Barang jaminan tersebut milik orang sah yang berhutang.

5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain.

6) Barang jaminan itu harta yang utuh, tidak bertebaran dalam
beberapa tempat.

7) Barang jaminan itu boleh diserahkan, baik materinya maupun
manfaatnya.

Sebenarnya pegadaian mempunyai kebebasan menetapkan barang
apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dijadikan marhun, seperti
pegadaian konvensional. Namun, kondisi saat ini (praktik), teridentifikasi
tidak ada kejujuran atau keterbukaan dari pihak pegadaian syariah dalam
barang yang diterimanya. Hal ini dapat dilihat dari brosur yang ada sudah
jelas ditentukan barang apa saja yang diterima, yaitu emas, berilian, mobil,
sepeda motor, dan barang elektronik dan alat rumah tangga (Sutedi, 2011,

p. 106).
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2.2.2.6 Berakhirnya Akad Rahn
Menurut Muslich (Muslich, 2010, p. 313), akad gadai berakhir karena

hal-hal berikut ini :

a. Diserahkannya barang jaminan kepada pemiliknya. Menurut jumhur
ulama, selain Syafi’iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya
barang jaminan kepada pemiliknya (rahin). Hal ini dikarenakan gadai
merupakan jaminan terhadap utang. Apabila barang jaminan diserahkan
kepada rahin, maka jaminan dianggap tidak berlaku. Sehingga,
karenanya akad gadai menjadi berakhir.

b. Utang telah dilunasi seluruhnya.

c. Penjualan secara paksa.

Apabila utang jatuh tempo dan rahin tidak mampu untuk
membayarnya, maka atas perintah hakim, murtahin bisa menjual
barang jaminan. Apabila rahin tidak mau menjual hartanya, maka
hakim menjualnya secara paksa untuk melunasi hutangnya (rahin).
Dengan telah dilunasinya utang, maka akad gadai telah berakhir.

d. Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara,
termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain).

e. Gadai telah di fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa
persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin, maka
gadai tetap berlaku dan tidak batal.

f.  Menurut ulama Malikiyyah, gadai berakhir dengan meninggalnya rahin
sebelum barang jaminan diterima oleh murtahin, atau kehilangan
ahliyatul ada’, seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawanya
kepada kematian.

g. Rusaknya barang jaminan. Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai
dapat putus karena rusaknya barang jaminan.

h. Tindakan tasarruf terhadap barang dengan disewakan, hibah, atau
shadagah. Apabila rahin atau murtahin menyewakan, menghibahkan,
atau menjual barang kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak

maka akad gadai menjadi berakhir.
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2.2.3 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Jjarah (PSAK
107)
(Suwardjono, 1992) mengatakan bahwa akuntansi adalah tindakan yang

dikenakan terhadap suatu objek yang bersifat finansial yang meliputi
pengukuran dan penilaian, pengakuan, penyajian dan pengungkapan. Dari
definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam perlakuan

akuntansi adalah sebagai berikut :
a. Pengukuran

Pengukuran merupakan tahapan yang pertama kali dilakukan dalam
perlakuan akuntansi yaitu dengan menentukan jumlah nominal rupiah
yang akan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Jumlah ini kemudian akan

dimasukkan ke dalam pos-pos akun yang bersangkutan.
b. Pengakuan

Pengakuan merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos
yang memenuhi definisi unsur suatu akun tertentu dalam laporan

keuangan.
c. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan merupakan tahap bagaimana suatu

informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan PSAK 107 dalam penentuan pencatatan pengakuan,
pengukuran, penyajian, serta pengungkapan terhadap entitas yang melakukan

akad ijarah sebagai berikut :

a. Pengakuan dan pengukuran
1. Obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya
perolehan.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas

aset telah diserahkan kepada penyewa.
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3. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat

direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Apabila pada saat perpindahan kepemilikan obyek ijarah dari pemilik kepada

penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara :

1. Hibah, maka jumlah tercatat obyek ijarah diakui sebagai beban.

2. Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau
jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah
tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

3. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual
dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau
kerugian.

4. Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka :

a) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek
ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau
kerugian; sedangkan

b) Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai
aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan

penggunaan aset tersebut.
b. Penyajian dan pengungkapan

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-
beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan
perbaikan, dan sebagainya. Hal-hal yang diungkapkan oleh murtahin
dalam catatan atas laporan keuangan tentang transaksi ijarah antara lain

tidak terbatas pada :

1. Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang
digunakan (jika ada wa 'ad pengalihan kepemilikan)
2. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah langsung.

3. Agunan yang digunakan.
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4. Keberadaan transaksi jual dan ijarah yang diakui (jika ada dalam

transaksi).

Adapun pencatatan akuntansi dalam transaksi Pegadaian Syariah berdasarkan

(Indonesia, 2007) adalah sebagai berikut :

a. Bagi pihak yang menerima gadai (Murtahin)
Pada saat menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi membuat
tanda terima atas barang.
1. Pada saat menyerahkan uang pinjaman
Jurnal :
Dr. Piutang XXX
Kr. Kas XXX
2. Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan
penyimpanan
Jurnal :
Dr. Kas XXX
Kr. Pendapatan XXX
3. Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan
penyimpanan
Jurnal :
Dr. Beban XXX
Kr. Kas XXX
4. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan
dengan membuat tanda serah terima barang
Jurnal :
Dr. Kas XXX

Kr. Piutang XXX

5. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan
kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan

Jurnal :
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Dr. Kas XXX
Kr. Piutang XXX
Jika kurang maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara

nilai penjualan dengan saldo piutang.
b. Bagi pihak yang menggadaikan (Rahin)

Pada saat menyerahkan aset tidak dijurnal, tetapi menerima tanda
terima atas penyerahan aset serta membuat penjelasan atas catatan

akuntansi atas barang yang digadaikan.

1. Pada saat menerima uang pinjaman
Jurnal :
Dr. Kas XXX
Kr. Utang XXX
2. Bayar uang untuk pemeliharaan dan penyimpanan
Jurnal :
Dr. Beban XXX
Kr. Kas XXX
3. Ketika dilakukan pelunasan atas utang
Jurnal :
Dr. Utang XXX
Kr. Kas XXX
4. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi sehingga

barang gadai dijual pada saat penjualan barang gadai

Jurnal :

Dr. Kas XXX

Dr. Akm.penyusutan XXX

Dr. Kerugian (jika rugi) XXX
Kr. Keuntungan (jika untung) XXX
Kr. Aset XXX

5. Pelunasan utang atas barang yang dijual pihak yang menggadai

Jurnal :
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Dr. Utang XXX
Kr. Kas XXX

Jika masih ada kekurangan pembayaran hutang setelah penjualan barang

gadai tersebut, maka berarti pihak yang menggadaikan masih memiliki

saldo utang kepada pihak yang menerima gadai.

2.2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional
2.2.4.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/I11/2002 Tentang

Rahn

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/I11/2002 tanggal

26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan

barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, sesuai

yang tercantum dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Umum :

a.

b.

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun
(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang)
dilunasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa rahin melunasi semua
utangnya sebelum murtahin melepaskan barang tersebut.

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya
marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin,
dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar
pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Artinya bahwa hak
kepemilikan tetap berada di tangan pemilik asal (rahin) dan (murtahin)
tidak boleh menggunakannya kecuali seizin rahin. Jika rahin memberi
izin, murtahin hanya dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu,
seperti penggantian biaya perawatan barang, dan murtahin harus
memastikan bahwa barang tersebut tidak rusak atau kehilangan nilai
selama penggunaan.

Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi
kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin,

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi
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kewajiban rahin. Maksudnya ialah pemilik asal barang (rahin)
bertanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan barangnya. Namun,
dalam beberapa situasi, orang yang menerima (murtahin) juga dapat
membantu menjaga dan menyimpan barang tersebut. Tetapi, biaya dan
tanggung jawab untuk menjaga serta menyimpan barang tetap menjadi
tanggung jawab pemilik asal (rahin).

Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Artinya bahwa biaya
administrasi dan biaya penyimpanan barang harus adil dan tidak
tergantung pada jumlah uang pinjaman. Alangkah baiknya jika biaya
tersebut didasarkan pada biaya nyata, seperti biaya keamanan brankas,
bukan sebagai persentase dari pinjaman.

Penjualan marhun

1. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk
segera melunasi hutangnya. Dengan mengingatkan, murtahin
memberi kesempatan kepada rahin untuk membayar utangnya
sesuai dengan kesepakatan, sehingga tidak terjadi keterlambatan
atau masalah lain dalam pembayaran.

2. Apabila rahin tetap tidak melunasi hutangnya, maka marhun dijual
paksa. Dengan cara ini, murtahin dapat mendapatkan kembali uang
yang dipinjamkan kepada rahin melalui penjualan barang yang
dijaminkan.

3. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya
penjualan. Dengan cara ini, uang yang diperoleh dari penjualan
barang jaminan akan digunakan secara adil untuk membayar
hutang rahin, biaya-biaya yang belum dibayar terkait dengan
barang, dan biaya penjualan.

4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya

menjadi kewajiban rahin.
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Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbritase Syariah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah. Artinya bahwa jika terdapat
masalah antara kedua belah pihak dalam kesepakatan, mereka akan
mencoba untuk berbicara dan mencari solusi melalui musyawarah.
Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan,
maka masalah tersebut akan diajukan ke Badan Arbitrase Syariah,
yang akan membantu untuk memutuskan solusi terkait dengan
masalah tersebut sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip syariah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan denagn ketentuan jika di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan
sebagai mestinya.

Berdasarkan ketetapan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/I11/2002 tentang
rahn menetapkan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan
hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan :

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun
(barang) sampai dengan hutang rahin (yang menyerahkan barang)
dilunasi.

2. Barang tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin tanpa seizin rahin.

3. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (marhun) ditanggung
oleh penggadai (rahin). Ongkos yang dimaksud besarnya tidak boleh
didasarkan pada besarnya pinjaman.

4. Murtahin tidak dapat melunasi hutang, maka marhun dijual

paksa/dilelang.

2.2.4.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Ijarah
Pada tanggal 13 April tahun 2000 Dewan Syariah Nasional

mengeluarkan fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:
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a. Rukun dan syarat ijarah:

1.

Sighat ijarah, yaitu ijab dan gabul berupa pernyataan dari kedua
belah pihak yang berakad, baik secara lisan ataupun dalam cara
lain.

Pihak-pihak yang melaksanakan akad meliputi, pemberi sewa atau
pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.

Objek akad ijarah adalah manfaat barang dengan cara sewa, atau

manfaat jasa dengan jalan memberi upah.

b. Ketentuan objek ijarah

C.

1.

Objek ijarah merupakan manfaat dari penggunaan barang dan atau
jasa.

Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam
kontrak.

Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat diperbolehkan (tidak
diharamkan).

Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata atau benar-benar bisa
dirasakan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Manfaat harus dikenali secara spesifik, sehingga menghilangkan
jahalah (ketidaktahuan) yang dapat menimbulkan sengketa.
Spesifikasi kegunaan barang atau jasa harus dinyatakan dengan
jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan
identifikasi fisik.

Imbalan atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan untuk
dibayarkan oleh penyewa kepada pemberi sewa sebagai
pembayaran manfaat.

Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain)
dari jenis yang sama dengan objek akad.

Kelenturan  (flexibility) dalam menentukan upah dapat

direalisasikan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah:

1.

Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:
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Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang di
berikan.

Menjamin pemeliharaan dan keamanan barang jaminan.
Menjamin apabila terdapat kerusakan atau cacat pada barang

yang disewakan.

2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa

a)

b)

d)

Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk
menjaga barang agar tetap utuh serta menggunakan barang
secara wajar sesuai perjanjian dalam akad.

Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan
(tidak materiil).

Jika barang yang disewa rusak, bukan karena penyewa
menggunakan barang tersebut secara tidak wajar, juga bukan
karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak
bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Jika salah satu pihak melanggar kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan  diantara pihak-pthak yang terkait, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah
apabila setelah dilakukan musyawarah diantara para pihak

yang terkait tidak mendapat suatu kesepakatan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

yang beralamat di Jalan Kranggan No.80C, Kec. Bubutan, Surabaya.

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh
pemahaman mendalam mengenai fenomena yang dialami oleh subjek
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya.
Pendekatan dilakukan melalui penggambaran dan penjelasan yang
menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah yang spesifik, serta

melibatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2019, hal. 6).

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang secara sistematis,
akurat, dan terstruktur menjelaskan serta mengartikan aspek-aspek tertentu
seperti kondisi, hubungan, pandangan yang berkembang, atau tren yang sedang
berlangsung. Penelitian ini berfokus pada fakta, karakteristik, dan hubungan

antara fenomena yang sedang diselidiki (Nazir, 2005).

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan objek atau
subjek penelitian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuannya adalah
memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai
karakteristik objek yang sedang diteliti, seperti penerapannya, persepsi, dan
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan dokumen. Tindakan dilakukan dengan
maksud untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena yang terjadi di

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

3.3 Subyek Penelitian
Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti baik orang, benda

ataupun institusi (organisasi). Subjek penelitian ini adalah individu yang

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang relevan serta memiliki peran
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penting dalam implementasi akuntansi ijarah dalam transaksi gadai emas di

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Tabel 3. 1
Subyek Penelitian
No. Nama Jabatan
1. Dwi Santosa Juniarto, S.E. Pimpinan Cabang
2. Eka Murtisari Penaksir
3. Ajeng Septianingkusuma Kasir

3.4 Data dan Jenis Data
Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer

dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Menurut (Sugiyono, 2013, hal. 193), data primer adalah data yang
dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya.
Keunggulan data primer terletak pada fakta bahwa data ini dikumpulkan
sesuai dengan kebutuhan peneliti. Namun, kekurangan data primer terletak
pada proses pengumpulannya yang seringkali memerlukan waktu yang
lebih lama.

Sumber data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini
diperoleh melalui survei dan wawancara langsung dengan pihak Pimpinan
Cabang Blauran Surabaya, pengelola (penaksir) dan kasir Pegadaian
Syariah Cabang Blauran Surabaya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan
dan dilaporkan oleh individu atau entitas di luar peneliti (Sunyoto, 2013,
hal. 27). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh
melalui berbagai data dari catatan-catatan, dokumen, laporan, artikel-artikel

dari internet serta berbagai referensi yang berkaitan dengan implementasi
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akuntansi ijarah dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah cabang
Blauran Surabaya.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang implementasi
akuntansi ijarah dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah cabang
Blauran Surabaya dari buku, artikel, jurnal, internet dan penelitian

terdahulu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang
melibatkan pengamatan sistematis dan pencatatan gejala-gejala yang
sedang selidiki (Narbuko, 2001, p. 70). Dalam hal ini peneliti terlibat
dengan cara mengamati aktivitas yang terkait dengan bagaimana
menentukan presentase diskon ijarah untuk setiap golongan penggadai
(rahin) di Pegadaian dan juga melakukan analisis mengenai implementasi
akuntansi ijarah yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data yang
sering digunakan dalam penelitian, baik yang bersifat deskriptif kualitatif
maupun kuantitatif (Sunyoto, 2013, hal. 53). Dalam penelitian ini, penulis
melakukan wawancara dengan berbicara langsung kepada pimpinan
maupun karyawan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Isu-isu
yang dibahas mengenai implementasi akuntansi ijarah dalam transaksi
gadai emas, penentuan diskon biaya ijarah, serta sejauh mana kesesuaian
terhadap PSAK 107 dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Wawancara
dilakukan secara rinci dan terperinci untuk memastikan data yang diperoleh
lengkap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data tanpa perlu berinteraksi

langsung dengan subjek penelitian, melainkan dengan menggunakan

dokumen sebagai sumber informasi (Hasan, 2002, p. 87). Selain itu,



42

dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer yang
diperoleh dari wawancara dan observasi terkait dengan implementasi
akuntansi jjarah dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya.

d. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan tindakan untuk memeriksa keabsahan data
atau kebenaran informasi melalui sumber lain atau dengan pendekatan dari
sudut pandang yang berbeda-beda dengan tujuan memastikan bahwa data
tersebut benar dan valid.

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data yang telah
terkumpul, penulis dapat melakukan pengecekan terhadap sumber lainnya
atau membandingkan dokumen yang sudah ada dengan hasil wawancara
terkait dengan implementasi akuntansi ijarah dalam transaksi gadai emas

(rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

3.6 Analisis Data
Merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil

observasi, wawancara, dan sumber informasi lainnya dengan tujuan
meningkatkan pemahaman dalam penelitian terhadap kasus yang sedang
diteliti, kemudian menyajikan hasilnya sebagai temuan bagi pihak lain. Untuk
mendalami pemahaman tersebut, analisis harus melibatkan pencarian makna

yang lebih dalam.

Menurut (Milles, 1992, p. 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang
terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan
kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya

adalah sebagai berikut:
1. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah penting dalam penelitian kualitatif yang
bertujuan menyederhanakan, menggolongkan, dan mengorganisasi data
menjadi bentuk yang lebih terfokus dan dapat diinterpretasikan. Proses ini

dimulai sejak penelitian dimulai, bahkan sebelum pengumpulan data, ketika
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peneliti merencanakan kerangka konseptual, permasalahan penelitian, dan
pendekatan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, reduksi data yang dibuat
penulis dengan melibatkan seleksi yang ketat, ringkasan, dan penggolongan

data dalam pola yang lebih luas.
2. Penyajian Data

Miles & Huberman berpendapat bahwa suatu penyajian yang baik dalam
analisis kualitatif adalah kumpulan informasi yang tersusun dengan baik,
memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. mereka
mengakui bahwa penyajian yang efektif melibatkan berbagai jenis matriks,
grafik, jaringan, dan bagan. Semua ini dirancang untuk menggabungkan
informasi dengan cara yang terstruktur dan mudah dimengerti. Dalam

penelitian ini, penulis melakukan penyajian data dalam bentuk tulisan.
3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari
satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga
diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat
pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama
ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin
menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali
serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan
intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan
suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna
yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan
kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak
hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu

diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan analisis seperti ini, penelitian bertujuan untuk menilai apakah
implementasi akuntansi ijarah di Pegadaian Syariah sesuai dengan ketentuan

PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, serta apakah diskon biaya
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ijarah di Pegadaian Syariah mendukung kesejahteraan nasabah atau justru

menimbulkan ketidakpuasan pada tiap nasabah.
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BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pegadaian Syariah
a. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah Blauran Surabaya

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya merupakan entitas
keuangan syariah yang dimiliki oleh pemerintah dan berfokus dalam
menyediakan layanan gadai syariah. Dengan meningkatnya minat pada
praktik bisnis Ekonomi Syariah, terdapat peluang yang signifikan untuk
perkembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, pemerintah telah
mengeluarkan regulasi untuk secara hukum memberikan legitimasi pada
implementasi praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah,
khususnya dalam konteks gadai syariah. Peraturan Pemerintah No.10
tahun 1990 menegaskan bahwa salah satu tujuan Pegadaian Syariah
adalah untuk menghindari praktik riba (Ali, 2008, hal. 15).

Pada tahun 2000, saat konsep Bank Syariah mulai mendapat
popularitas, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mengusulkan untuk
berkolaborasi dalam  menyediakan dukungan finansial dan
mengembangkan usaha. Karena BMI tidak memiliki keahlian manajerial
untuk menaksir barang yang digadaikan, sementara Pegadaian telah
memiliki ahli penaksir barang tetapi memiliki keterbatasan dalam
sumber daya keuangan. Oleh karena itu, kerjasama antara Pegadaian dan
bank dengan prinsip bagi hasil dianggap sebagai langkah yang penting.

Pegadaian Syariah merupakan sebuah institusi baru di Indonesia,
menerapkan konsep operasional yang menggabungkan asas rasionalitas,
efisiensi, dan efektivitas, yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Unit
Layanan Gadai Syariah (ULGS) pertama kali didirikan di Jakarta pada
bulan Januari 2003, kemudian dibuka cabang-cabang di Surabaya,
Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta hingga September 2003.
Pada tahun yang sama, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh diubah
menjadi Pegadaian Syariah (Soemitra, 2010, hal. 393).
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Namun, kini Pegadaian Syariah beroperasi secara independen di
bawah manajemen PT. Pegadaian (Persero) dan sepenuhnya dikelola
oleh PT. Pegadaian (Persero). Dengan pengelolaan yang dilakukan oleh
PT. Pegadaian, diharapkan bahwa layanan gadai syariah yang disediakan
oleh Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kinerja, mempermudah
operasional, serta mengembangkan bisnisnya. Tujuan utamanya adalah
mencapai peningkatan setiap tahunnya, baik dalam jumlah nasabah yang
menggunakan layanan pembiayaan maupun penawaran produk lainnya,
termasuk pertumbuhan jumlah kantor cabang syariah dan unit pegadaian
syariah di Indonesia.

Pegadaian Syariah Kantor Cabang Blauran Surabaya merupakan
Lembaga utama yang mengelola Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang
tersebar di berbagai wilayah, dengan tujuan mempermudah nasabah yang
tinggal di tempat yang jauh dari kantor pusat untuk melakukan transaksi.

Pegadaian Syariah Blauran Kota Surabaya ini diresmikan pada
tanggal 1 April 2006 oleh Direktur Utama Kantor Wilayah Perum
Pegadaian Surabaya Bapak Deddy Kusdedy,SE. Pegadaian Syariah
Blauran Surabaya juga merupakan Cabang dari Kantor Wilayah Perum
Pegadaian yang terletak di Jl. Dinoyo No. 79 Surabaya. Pegadaian
Syariah Blauran memiliki delapan (8) UPS di berbagai wilayah Kota
Surabaya, diantaranya yakni UPS Wonokitri, UPS Kutai, UPS Dukuh
Kupang, UPS Ngagel Jaya, UPS Kutisari, UPS Ketintang, UPS
Kalibutuh, dan UPS Urip Sumoharjo. (Wawancara dengan bapak Dwi
tanggal 05 Desember 2023).

b. Visi Misi dan Motto Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

1) Visi
Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang
selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu

menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.
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a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan

selalu  memberikan pembinaan terhadap usaha golongan

menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang

memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian

dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap

menjadi pilihan utama masyarakat.

c) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan

usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perusahaan, maka telah

ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami,

dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa

INTAN yang terdiri dari :

a) Inovatif

b) Nilai Moral Tinggi

c) Terampil

d) Adi Layanan

e) Nuansa Citra

3) Motto

Berinisiatif, kreatif, dan produktif.
Berorientasi pada solusi.

Taat Beribadah.

Jujur dan berfikir positif.
Kompeten dibidangnya.

Selalu mengembangkan diri.

Peka dan cepat tanggap.

Empatik.

Santun dan Ramah.

Memiliki sense of belonging.

Peduli pada nama baik Perusahaan.

Pegadaian Syariah mempunyai motto yakni mengatasi masalah

tanpa masalah. Pegadaian Syariah menyediakan layanan pinjaman

yang mudah dan cepat, memungkinkan masyarakat untuk dengan
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mudah mendapatkan pinjaman yang mereka butuhkan. Terkadang,
Masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman,
terutama saat mereka membutuhkan uang tunai secara mendesak.
Pegadaian Syariah memberikan fasilitas pinjaman yang praktis dan
cepat dengan menggunakan barang berharga milik masyarakat
sebagai jaminan. (Wawancara dilakukan dengan Bapak Dwi tanggal

05 Desember 2023).
c. Produk — Produk Pegadaian Syariah Blauran Surabaya

Adapun produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran adalah

sebagai berikut : (Brosur Pegadaian Syariah Blauran)
1) Rahn (Syariah)

Pembiayaan Rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan
dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15
menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang

perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.
Keunggulan Rahn:
a) Layanan Rahn tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.

b) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya
perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga

lainnya ke outlet Pegadaian.
c) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.

d) Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah
atau lebih.

e) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat
diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur

sebagian uang pinjaman.

f) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
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g) Tanpa perlu buka rekening.
h) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
1) Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan
berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk
memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.
Keunggulan Amanabh :
a) Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
b) Uang muka terjangkau.
c) Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
d) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
Arrum BPKB

Pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah memudahkan
para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan
BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat
digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.
Keunggulan Arrum BPKB :
a) Prosedur pengajuan Marhun Bih (pinjaman) cepat dan mudah.
b) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
c¢) Proses Marhun Bih (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera

cair.

d) jarah relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
e) Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
f) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
Arrum Haji

Arrum Haji adalah pemberian pinjaman guna pendaftaran haji dengan
jaminan emas dan bukti setoran awal biaya pinjaman ibadah haji.
Keunggulan Arrum Haji :

a) Uang pinjaman Rp25.000.000 dalam bentuk saldo tabungan haji.
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b) Murah (biaya pemeliharaan barang jaminan) terjangkau.

3) Pinjaman diangsur bulanan sampai dengan 36 bulan.

4) Bekerja sama dengan BPS BPIH terkemuka.

Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara

tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk

mewujudkan kebutuhan masa depan. Seperti menunaikan ibadah haji,

mempesiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta

kendaraan pribadi.

Keunggulan Mulia :

a) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.

b) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan
dana mendesak.

c) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram sampai
dengan 1 kilogram.

d) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran,
kolektif (kelompok), atau arisan.

e) Uang muka mulai dari 10% - 90% dari nilai logam mulia. Jangka waktu
angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

Mulia Arisan

Mulia Arisan adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara

angsuran untuk kelompok arisan dengan harga yang pasti dan tidak

dipengaruhi fluktuasi harga emas.

Keunggulan Mulia Arisan :

a) Investasi emas bervariasi mulai dari 1 gram s.d. 1 kg

b) Pilihan keping emas dan waktu pembiayaan tergantung jumlah anggota
arisan

c¢) Penyimpanan gratis dengan skema pegadaian konsinyasi emas

d) Pembayaran uang muka ringan mulai dari 10%
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e) Pembayaran angsuran dapat dilakukan secara online di 4.600 outlet
pegadaian
f) Keaslian emas terjamin dan bersertifikat
g) Cicilan tetap tidak terpengaruh fluktuasi harga emas
Tabungan Emas
Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan
fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan
kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.
Keunggulan Tabungan Emas :
a) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01gram).
b) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
¢) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana anda.
Multi Pembayaran Online
Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan
seperti listrik, telepon atau pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta
api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi
pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam
bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.
Keunggulan MPO :
a) Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan
kenyamanan dalam bertransaksi.
b) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat
bersinergi dengan gadai emas.
c) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai
akan dipotong untuk pembayaran rekening.
d) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu
tagihan.
Rahn Tasjily Tanah
Rahn Tasjily Tanah (RTT) adalah produk pegadaian syariah rahn yang
jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah ditujukan

kepada petani dan pengusaha mikro.



Keunggulan Rahn Tasjily Tanah :

a) Untuk petani dan pengusaha mikro.

b) Pinjaman (marhun bih) mulai dari 1 juta s.d. Rp 200 juta.
c¢) Angsuran dengan skema yang fleksibel.

d) Berdasarkan prinsip syariah.

d. Struktur Organisasi dan Job Description Pegadaian Syariah Blauran Surabaya

PIMPINAN CABANG

Dwi Santosa, SE.

MANAGER CABANG

Musyarifatun
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PENAKSIR KASIR PENYIMPAN

Eka Murtisari Ajeng Septianingkusuma Wawan

Dari struktur organisasi di atas dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai

tugas jabatan masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Pemimpin Cabang
a) Memastikan bahwa Kantor Cabang Syariah telah mempunyai rencana
kerja dan anggaran Kantor Cabang Syariah dan UPCS yang ada di
bawahnya berdasarkan acuan yang telah ditetapkan

b) Memastikan bahwa target bisnis (omzet, nasabah, dan lain-lain) yang

telah ditetapkan pada cabang dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit

kerja operasional di bawahnya

c) Memastikan bahwa operasional seluruh bisnis usaha (bisnis emas dan
produk-produk lain) yang telah ditetapkan pada cabang terlaksana
dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional

d) Memastikan bahwa lelang telah dilaksanakan di kantor cabang syariah

sesuai prosedur
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Menyelesaikan dan memberikan laporan kepada Deputy Pimwil Bidang
Bisnis tentang status marhun bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu
dan barang polisi) termasuk membantu pengelolaan BLP dan

AYD/KPYD/NPF di bawah koordinasi Asisten Manajer Resiko

2. Manajer Cabang

a)

b)
©)

Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran marhun berdasarkan peraturan
yang berlaku

Mengkoordinasikan penyaluran marhun bih

Mengkoordinasikan pengelolaan ijarah dan rahn sesuai ketentuan yang

berlaku dalam rangka pengembangan aset professional

3. Penaksir

a)
b)

c)

d)

Melayani rahin dengan cepat, mudah, dan aman

Menilai barang sesuai aturan

Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang terkait penggunaan
pinjaman gadai oleh rahin, termasuk biaya administrasi dan jasa simpan
Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai ketentuan yang

berlaku

4. Kasir

a)
b)

c)

Menerima modal kerja harian dari atasan
Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Melaksanakan penerimaan pelunasan marhun bih dari marhun

5. Penyimpan

a)

b)

Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan
marhun agar tercipta keamanan dan kebersihan gudang, serta marhun
yang ada di dalamnya

Mengeluarkan marhun dan dokumennya yang terkait dengan bisnis
mikro atau bisnis emas untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan, atau
keperluan lainnya sesuai aturan yang berlaku

Melakukan pengelompokan marhun gudang bukan emas sesuai dengan
rubrik dan bulan pinjamannya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan

nomor SBR dan mengatur penyimpanannya
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d) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran semua
marhun yang menjadi tanggung jawabnya.

e) Melakukan penyimpanan dokumen kredit bisnis mikro, bisnis emas, dan
jasa lain

f) Melakukan penghitungan seluruh marhun secara terprogram sehingga
keakuratan saldo buku gudang atau buku terkait dapat dipertanggung

jawabkan

4.1.2 Implementasi Akuntansi ljarah dalam Transaksi Gadai Emas (Rahn) Di
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya
A. Mekanisme Prosedur Pegadaian Syariah Blauran
Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu Eka Murtisari selaku
penaksir di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran bahwasanya”,

(dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023):

“Terkait alur pencatatan pengajuan kredit ini pertama, rahin
membawa persyaratannya yaitu, membawa kartu identitas seperti KTP,
SIM, dan membawa marhun yang akan digadaikan. Kemudian rahin
mengisi Form pengajuan kredit. Kartu identitas dan FPK tersebut
diserahkan ke saya sebagai penaksir. Setelah saya menaksir harganya
saya akan menawarkan ke rahin berapa nominal yang akan dipinjam.
Sebelumnya saya menjelaskan dulu harga taksirannya berapa, terus
pinjaman maksimalnya berapa. Kalau nasabah sudah menyetujui jumlah
pinjamannya, saya akan menginput data dari kartu identitas rahin dan
FPK tadi ke sistem PASSION. Data mengenai marhun dan marhun bih
juga diinput dalam sistem. Setelah dilakukan penginputan nanti akan
keluar Surat Bukti Rahn (SBR) sebanyak 2 rangkap. Satu rangkap nanti
diberikan ke bagian kasir. Satu rangkap lagi dibuat arsip pegadaian. SBR
vang diserahkan ke kasir nantinya akan diproses untuk mencetak struk
atas pengajuan rahn tersebut. Struk yang sudah tercetak itu terus

dikasihkan ke rahin beserta KTP, SBR, dan uang pembiayaannya.



55

Barangnya si rahin ini akan disimpan oleh bagian penyimpan agunan.

1

Mereka yang nyimpan di brankas.’

Selain menurut hasil wawancara dari bagian penaksir, bagian kasir Ibu

Ajeng juga mengungkapkan bahwa :

“Prosedur gadai ini cukup cepat, hanya membutuhkan waktu kurang
dari 10 menit sudah selesai. Jadi pertama rahin datang ke Pegadaian
Syariah dengan membawa KTP dan barang gadainya. Kemudian marhun
tersebut akan ditaksir oleh penaksir. Rahin hanya dapat menerima
pinjaman maksimal sebesar 95%. Kemudian rahin akan dijelaskan
mengenai akad yang ada di SBR beserta dengan biaya-biaya yang harus
dibayarkan. Setelah disetujui rahin menandatangani SBR tersebut.
Kemudian kasir memberikan uang pembiayaan kepada rahin dan rahin

membayar biaya administrasi sesuai dengan golongan marhunnya.”

Pada saat peneliti melakukan observasi secara langsung terlihat
operasional yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah mencerminkan

implementasi konsep dasar rahn yang telah ditetapkan oleh ulama figh.
. Perhitungan Tarif Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Blauran
1. Penaksiran Gadai Emas

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu Eka Murtisari selaku

penaksir di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran bahwasanya:

“Pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, biaya ijarah
dihitung setiap 10 hari selama masa kredit selama 120 hari atau 4 bulan.
Jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo,
mereka dapat melakukan perpanjangan atau pembayaran cicilan. Saat
memperpanjang pembiayaan rahn, nasabah harus membayar biaya ijarah
dan administrasi tanpa harus melunasi marhun. Penentuan biaya ijarah
didasarkan pada nilai taksiran, dan jika pinjaman berada di bawah nilai

maksimum taksiran, nasabah akan mendapatkan diskon ijarah.
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Persentase taksiran yang digunakan mengacu pada pedoman Pegadaian
Syariah yang telah ditetapkan. (dilakukan pada hari Selasa tanggal 05
Desember 2023).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan
pinjaman kepada nasabahnya, Pegadaian Syariah memiliki beberapa
proses perhitungan tarif terkait pembiayaan gadai emas. Perhitungan ini
mencakup penentuan nilai pinjaman (marhun bih), tarif ijarah serta
penggolongan biaya administrasi. Adapun harga taksiran yang digunakan
sebagai dasar untuk menentukan nilai taksiran yang disajikan dalam tabel

berikut.

Tabel 4. 1

Standar Taksiran Logam (STL)

Jumlah Karat Harga (Rp)
24 970.369
23 929.937
22 889.504
21 849.072
20 808.640
19 768.208
18 727.777
17 687.344
16 646.912
15 606.480
14 566.048
13 525.616
12 485.184
11 444.752
10 404.320

9 363.888
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8 323.456

Sumber : PT. Pegadaian Syariah Blauran

Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui besarnya nilai taksiran,

yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 2

Perhitungan Nilai Taksiran

Nilai Taksiran = Karat Emas/24 karat x Harga Pasar Emas Saat Ini x

Berat Emas

Contoh :

Bu Zahra ingin menggunakan perhiasan emasnya sebagai jaminan di
Pegadaian Syariah. Perhiasan emas tersebut berupa sepasang anting 16
karat dengan berat 3 gram. Berapa nilai taksiran sepasang anting emas

milik Bu Zahra?
Jawaban :
Berat x Taksiran = 3 x Rp. 646.912
=Rp. 1.940.736
Jadi taksiran perhiasan sepasang anting emas sebesar Rp. 1.940.736
2. Perhitungan Besarnya Pinjaman / Marhun Bih

Dalam penentuan besarnya pinjaman rahin, pihak pegadaian syariah
memiliki presentase penetapan marhun bih dari nilai taksiran. Adapun

persentase penetapan marhun bih adalah sebagai berikut :
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Persentase Tarif Marhun Bih
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Golongan Marhun Bih Persentase
Penetapan Marhun
Bih dari Taksiran
Emas

A 50.000 —500.000 95%

B1 550.000 — 1.000.000 92%

B2 1.050.000 —2.500.000 92%

B3 2.550.000 — 5.000.000 92%

C1 5.100.000 — 10.000.000 92%

C2 10.100.000 — 15.000.000 92%

C3 15.100.000 — 20.000.000 92%

D >20.100.000 93%

Sumber : Brosur PT. Pegadaian Syariah Blauran

Contoh :

Ibu Ira menggadaikan perhiasannya berupa kalung emas ke Pegadaian

Syariah Blauran untuk menambah modal usahanya. Setelah ditaksir oleh

pihak pegadaian syariah ternyata karat kalung tersebut 16 karat dan berat

kalung tersebut 10 gram. Berapakah pinjaman yang didapat oleh ibu Ira ?

Jawaban :

a)

b)

Penaksiran barang

=16/24 x Rp 970.369 x 10 gram
=Rp 646.912 x 10 gram

=Rp 6.469.120

Perhitungan batas maksimum pinjaman

Rumus = persentase pinjaman x taksiran barang

=92% x Rp 6.469.120
= Rp 5.951.590 dibulatkan menjadi Rp 5.950.000
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Jadi pinjaman maksimum yang didapat oleh ibu Ira sebesar Rp

5.950.000

C. Perhitungan Biaya Jjarah di Kantor Pegadaian Syariah Blauran
1. Perhitungan Tarif [jarah

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Eka Murtisari selaku penaksir
menjelaskan bahwa, (dilakukan pada hari jumat tanggal 15 Desember

2023):

Biaya ijarah yang dikenakan kepada rahin dihitung kelipatan per
10 hari. Untuk penentuan tarif ijarah ini disesuaikan dengan harga
taksiran marhun dan golongan dari marhun tersebut. Rumus perhitungan
dari tarif ijarah ini yaitu tarif ijarah = harga taksiran marhun x tarif

golongan marhun.”

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa tarif ijarah yang
harus dibayarkan oleh rahin dihitung untuk masa 4 bulan dan dibayarkan
per 10 hari. Besarnya tarif ijarah ditentukan oleh Pegadaian Syariah
seperti table berikut ini :

Tabel 4. 4
Tarif ljarah
Golongan Marhun bih (Rp) Tarif ljarah per | Jangka
10 hari Waktu
A 50.000 — 500.000 Rp 45/10.000 120
Taksiran Hari
B1 501.000 — 1.000.000 Rp 73 /10.000 120
Taksiran Hari
B2 1.000.000 —2.500.000 Rp 73 /10.000 120
Taksiran Hari
B3 2.500.000 — 5.000.000 Rp 73 /10.000 120
Taksiran Hari




C1 5.100.000 — 10.000.000 Rp 73 /10.000 120
Taksiran Hari
C2 10.100.000 — 15.000.000 | Rp 73/10.000 120
taksiran Hari
C3 15.100.000 — 20.000.000 | Rp 73/10.000 120
taksiran hari
D >20.100.000 Rp 64 /10.000 120
Taksiran Hari

Sumber : Buku Panduan PT. Pegadaian Syariah Blauran
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Untuk menghitung besarnya tarif ijarah sendiri menggunakan rumus sebagai

berikut :

Tabel 4. 5

Perhitungan Tarif Ujrah per 10 hari

per 10 hari x Jangka waktu/10 hari

Tarif Mu’nah / Ujrah per 10 hari = Taksiran/10.000 x Tarif Jjarah

Ilustrasi :

Jika ibu Ira melakukan pinjaman dengan mengambil semua pinjaman

maksimalnya sebesar Rp 5.950.000 dalam jangka waktu pinjaman selama 10

hari, maka tarif ijarahnya adalah :

Tarif Mu’nah 10 hari = Taksiran/10.000 x Tarif /jarah per 10 hari x

Jangka waktu/10 hari

=Rp 6.469.120/Rp 10.000 x Rp 73 x 10hari/10

= Rp 47.225 dibulatkan menjadi Rp 47.000

Jadi, tarif ujrah yang dikenakan kepada rahin yaitu
sebesar Rp 47.000. Jika rahin ingin melunasi marhun

bihnya maka biaya pelunasannya yaitu :

= Uang pinjaman + Biaya Ujrah

= Rp 5.950.000 + 47.000

=Rp 5.997.000
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2. Perhitungan Biaya Administrasi

Penentuan biaya administrasi yang diberikan kepada rahin seperti yang
telah disampaikan oleh Ibu Ajeng Septianingkusuma berikut ini: (dilakukan
pada hari jumat 15 Desember 2023).

“Biaya administrasi merupakan biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh
Pegadaian Syariah (murtahin) dalam proses akad gadai dengan pihak yang
menggadaikan (rahin). Biaya ini mencakup biaya formulir, jasa penaksiran,
biaya materai, print out, fotocopy, dan sebagainya. Semua biaya ini harus
dibayarkan dimuka oleh rahin. Biaya administrasi yang ditanggung oleh

rahin didasarkan pada kategori marhun bih.”

Adapun rincian penggolongan marhun bih dan biaya administrasi tercantum

dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 6

Penggolongan Marhun Bih dan Tarif Administrasi

Golongan Marhun Bih (Rp) Tarif
Administrasi (Rp)
A 50.000 — 500.000 2.500
B1 510.000 — 1.000.000 10.000
B2 1.010.000 — 2.500.000 20.000
B3 2.550.000 — 5.000.000 35.000
C1 5.050.000 — 10.000.000 50.000
C2 10.050.000 — 15.000.000 75.000
C3 15.000.000 —20.000.000 100.000
D >20.050.000 125.000

Sumber : Brosur PT. Pegadaian Syariah Blauran

Ilustrasi :

Karena Ibu Ira melakukan pinjaman dengan mengambil semua pinjaman

maksimalnya yaitu sebesar Rp 5.950.000, maka nilai pinjaman (marhun bih)
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tersebut termasuk ke dalam golongan C1 dengan biaya administrasi sebesar

Rp 50.000.
Total biaya = Rp 50.000 + 47.000
=Rp 97.000
Jadi, total biaya yang harus dibayarkan oleh Ibu Ira sebesar Rp. 97.000
3. Perhitungan Tarif Diskon [jarah

Penentuan diskon ijarah seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ajeng
selaku kasir sebagai berikut: (dilakukan pada hari jumat tanggal 15 Desember
2023).

“Potongan atas biaya ijarah ditetapkan berdasarkan golongan marhun
dan disesuaikan dengan jumlah persenan dari pinjamannnya. Jika
pinjaman tidak mencapai jumlah maksimum, akan diberikan diskon sesuai

ketentuan.”
Adapun rumus dalam perhitungan diskon ijarah yaitu sebagai berikut :

a) Persentase pinjaman
Persentase pinjaman = pinjaman/taksiran x 100
b) Penentuan tarif diskon ijarah
P3=P1-P2
Keterangan :
P1 = pinjaman minimum ( dalam bentuk persen %)
P2 = pinjaman maksimum (dalam bentuk persen %)
P3 = diskon yang akan didapat dalam bentuk persen %
¢) Perhitungan diskon ijarah
Diskon ijarah : ijarah asal — (ijarah asal x diskon yang akan didapat

dalam bentuk %)

Penentuan tarif diskon ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 22 /BS.1.00/2012 tentang petunjuk
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pelaksanaan SK direksi No 84/UG.2.00212/2012 tentang tarif sewa modal
(SM) pegadaian KCA dan penggolongan marhun bih, tarif ijarah, persentase
penetapan marhun bih dari nilai taksiran, diskon ijarah dan biaya administrasi
pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah. Adapun tarif diskon yang telah
ditetapkan pada Surat Edaran Direksi Nomor 22 /BS.1.00/2012 sebagai

berikut.
Tabel 4. 7
Tarif Diskon ljarah
Besar Marhun Bih Tarif Diskon

85% taksiran 0%
80% - 84% x taksiran 7%
75% - 79% x taksiran 14%
70 — 74% x taksiran 20%
65% - 69% x taksiran 26%
60% - 64% x taksiran 32%
55% - 59% x taksiran 38%
50% - 54% x taksiran 44%
45% - 49% x taksiran 50%
40% - 44% x taksiran 56%
35% - 39% x taksiran 61%
30% - 34% x taksiran 66%
25% - 29% x taksiran 71%
20% - 24% x taksiran 76%
15% - 19% x taksiran 81%
14% x taksiran 85%

Sumber : Buku Panduan PT. Pegadaian Syariah Blauran

Pegadaian Syariah memberikan diskon ijarah bertujuan untuk menangani
persoalan yang timbul dalam pembiayaan ijarah kepada rahin, yang mana
apabila pihak pegadaian syariah memasang tarif yang sama pada taksiran

barang yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka biaya ijarah yang
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dikenakan juga akan sama. Sehingga hal ini menyebabkan ketidakadilan
dalam pembiayaan bagi rahin dan juga menyebabkan aliran transaksi pada
Pegadaian Syariah tidak berjalan dengan baik dan dapat menyebabkan
kerugian bagi Pegadaian. Maka dari itu pihak Pegadaian Syariah membuat
terobosan dengan pemberian diskon sebagai solusi yang sesuai dengan
prinsip Islam tanpa melanggar norma agama. Adapun persoalan yang terjadi

dalam pembiayaan ijarah dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Ibu Ira menggadaikan perhiasannya berupa kalung emas ke Pegadaian
Syariah Blauran untuk menambah modal usahanya. Setelah ditaksir oleh
pihak pegadaian syariah ternyata karat kalung tersebut 16 karat dan berat
kalung tersebut 10 gram. Berapakah biaya ijarah yang harus dibayar apabila
Ibu Ira meminjam dengan pinjaman Rp 5.950.000?

a) Menghitung biaya ijarah dengan pinjaman Rp 5.950.000
Biaya ijarah = taksiran/Rp 10.000 x tarif jjarah x jangka waktu/10 hari
= Rp 5.950.000/ Rp 10.000 x Rp 73 x 10/10
=43.435
Jadi, biaya ijarah yang harus dibayar oleh Ibu Ira per 10 hari sebesar
Rp 43.435
b) Menghitung biaya administrasi
Biaya administrasi yang harus dibayar oleh Bu Ira sebesar Rp 50.000
(golongan C1)
¢) Menghitung diskon biaya ijarah
Persentase pinjaman = pinjaman/taksiran x 100
=Rp 5.950.000/ Rp 6.469.120 x 100
=91%
Diskon ijarah = ijarah asal — (ijarah asal x diskon yang akan didapat
dalam bentuk %)
=Rp 43.435 — (43.435 x 14%)
=Rp 43.435 — Rp 6000 (pembulatan 6.081)
=Rp 37.435
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Jadi, total biaya ijarah yang harus dibayar setelah dikurangi diskon
ijarah sebesar Rp 37.435
Total biaya = biaya ijarah + biaya administrasi
=Rp 37.435 + Rp 50.000
=Rp 87.435
Jadi total biaya yang harus dibayar sebesar Rp 87.435
Dari ilustrasi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian diskon
ijarah oleh pihak pegadaian syariah diberikan :
1) Kepada nasabah yang meminjam pinjaman dibawah pinjaman
maksimum.
2) Kepada nasabah yang melakukan cicilan / angsuran pinjaman

kepada pihak pegadaian syariah.

Adapun penetapan tarif diskon ijarah oleh Pegadaian Syariah
didasarkan pada persentase pinjaman dari nilai taksiran barang, yang
mana persentase tersebut akan menentukan besarnya diskon yang
diberikan kepada rahin. Semakin besar persentase pinjaman dari nilai
taksiran barang, semakin kecil diskon yang diberikan kepada rahin, dan
sebaliknya. Penetapan tarif diskon juga memperhitungkan risiko yang
ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah. Jika pinjaman yang diberikan
tinggi, maka risiko yang dihadapi oleh pihak Pegadaian Syariah juga
besar, tetapi apabila pinjaman yang diberikan rendah, maka risiko yang
dihadapi oleh pihak Pegadaian Syariah juga rendah. Oleh karena itu,
Pegadaian Syariah membuat tarif diskon yang bervariasi, dengan

mempertimbangkan risiko dan manfaat bagi rahin.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penentuan dan
perhitungan diskon ijarah di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
Nomor 23/DSN-MUI/I11/2002 dan Nomor 46/DSN-MUI/11/2005.
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4. Pemberian Diskon [jarah Dari Sudut Pandang Bermuamalat

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dwi selaku pimpinan cabang di

Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran, menegaskan bahwa : (dilakukan

pada tanggal 05 Desember 2023).

“Pemberian diskon ijarah kepada rahin oleh Pegadaian Syariah tidak

melanggar prinsip bermuamalat.”

Hal ini dikarenakan sebelum penentuan pemberian diskon, pihak Kantor

Pegadaian Syariah melihat dari beberapa aspek yang tidak menyalahi aturan

Islam diantaranya :

a)

b)

Pemberian diskon di Kantor Pegadaian Syariah berlandaskan pada hadist
Rasulullah SAW yang berbunyi :
(o ol a0 ) e Ll g Lind Al & el Ll ol g all g aile dl Jla o) Wilie ol 55
| slant s ) saaia sl g all g adde dll loa dl Jsmey JUa
(Annaa s & inall i aSlall s ) pulall o) 5 )
Artinya :

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Ketika beliau
memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang
dari mereka seraya mengatakan:“Wahai Nabiyallah, sesungguhnya
Engkau telah memerintahkan mengusir kami sementara kami mempunyai
piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo” maka Rasulullah
SAW berkata: “berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat.”

Dalam memberikan diskon ijarah, Pegadaian Syariah tidak melakukan
hal tersebut karena terpaksa, tetapi dilakukan secara sukarela dengan
niatan untuk membantu meringankan beban rahin, meningkatkan minat,
serta memperkuat kepercayaannya masyarakat agar melakukan transaksi
di Pegadaian Syariah.

Penentuan pemberian diskon ijarah oleh Pegadaian Syariah didasarkan

pada dua hal, yakni:
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1) Persentase pinjaman dari nilai taksiran: Jika peminjam meminjam
dengan jumlah di bawah nilai maksimum yang telah ditetapkan oleh
Pegadaian Syariah, maka peminjam akan menerima diskon ijarah
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah.

2) Evaluasi risiko: Besar diskon juga tergantung pada risiko yang akan
ditanggung oleh Pegadaian Syariah. Semakin besar jumlah pinjaman
yang diberikan kepada peminjam, semakin besar risiko yang akan
dihadapi oleh Pegadaian Syariah. Oleh karena itu, diskon yang
diberikan kepada peminjam akan lebih kecil. Sebaliknya, jika jumlah
pinjaman kepada peminjam lebih kecil, risiko yang dihadapi oleh
Pegadaian Syariah juga lebih rendah, sehingga diskon yang diberikan

kepada peminjam akan lebih besar.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penentuan diskon
ijarah oleh Pegadaian Syariah tidak melanggar ketentuan dalam

bertransaksi muamalat.

D. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan [jarah di Pegadaian Syariah Blauran
Menurut keterangan yang diberikan oleh kepala Pegadaian Syariah
Cabang Blauran Surabaya: (wawancara dilakukan tanggal 19 Desember

2023)

“Dalam pencatatan akuntansi di Pegadaian Syariah, kami mengikuti
aturan akuntansi yang berlaku di Indonesia dan juga berdasarkan
ketentuan syariah yang berlaku ™.

Hasil kesimpulannya dari wawancara tersebut memaparkan
bahwasanya pencatatan akuntansi di PT Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya, pencatatan akuntansi dalam transaksi ijarah selalu
mengikuti prinsip-prinsip pencatatan akuntansi syariah yang berlaku di
Indonesia, termasuk PSAK. Dengan kata lain, dalam prakteknya,
Pegadaian Syariah Blauran Surabaya selalu menerapkan prinsip-prinsip
pencatatan akuntansi syariah yang tepat dengan standar yang diberlakukan

di Indonesia, baik dalam aspek operasional maupun penerapan PSAK.
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Pernyataan dari kepala cabang, Dwi Santosa, mengenai pengakuan dan
pengukuran di Pegadaian Syariah Cabang Blauran, adalah sebagai berikut:
(Wawancara dilakukan tanggal 19 desember 2023).

a. Pengakuan dan pengukuran untuk biaya perolehan objek ijarah.

Pernyataan dari pimpinan cabang, Dwi Santosa, tentang pengakuan
dan pengukuran biaya perolehan adalah sebagai berikut:
“Biaya perolehan objek ijarah diakui dan diukur pada saat objek

tersebut diterima atau saat dilakukan penebusan. Nilainya ditentukan
berdasarkan nilai taksiran barang gadai”

b. Pengakuan dan pengukuran penyusutan aset objek ijarah.

Pernyataan dari pimpinan cabang, Dwi Santosa, mengenai pengakuan
dan pengukuran penyusutan aset objek ijarah adalah sebagai berikut:
“Untuk pengakuan dan pengukuran di Pegadaian Syariah Cabang
Blauran, tidak ada pengurangan nilai untuk aset objek ijarah”

c. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban.

Pernyataan yang disampaikan oleh Dwi Santosa, kepala cabang,
mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan serta beban, telah
disusun dengan sangat rinci dan komprehensif:

“Pendapatan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran diakui dan

dihitung saat diterima atau saat dilakukan penebusan, namun tidak ada
pengakuan atau pengukuran beban”

d. Pengakuan dan pengukuran perpindahan kepemilikan.

Pernyataan yang disampaikan oleh Dwi Santosa, kepala cabang,
mengenai pengakuan dan pengukuran perpindahan kepemilikan, telah
dijelaskan dengan lengkap dan terperinci:

“untuk mengakui dan mengukur perpindahan kepemilikan, harus

ada pembelian terlebih dahulu dari pemiliknya”
Pernyataan mengenai pengakuan dan pengukuran di Pegadaian
Syariah Cabang Blauran, yang disampaikan oleh bagian penaksir, adalah

sebagai berikut: (Wawancara dilakukan tanggal 29 Desember 2023).
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a. Pengakuan dan pengukuran untuk biaya perolehan objek ijarah.

Penjelasan yang disampaikan oleh Eka Murtisari, dari bagian
penaksir Pegadaian Syariah Cabang Blauran, mengenai pengakuan dan
pengukuran biaya perolehan objek ijarah, adalah sebagai berikut:

“pengakuan dan pengukuran biaya perolehan objek ijarah
didasarkan pada persentase sebesar 0.73 per 10 hari dari nilai
barang”

b. Pengakuan dan pengukuran penyusutan aset objek ijarah.

Pernyataan dari Eka Murtisari, bagian penaksir Pegadaian Syariah
Cabang Blauran, mengenai pengakuan dan pengukuran penyusutan aset
objek ijarah, menyatakan bahwa:

“Pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran, tidak ada penyusutan
untuk objek asset ijarah”

c. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban.

Penjelasan yang disampaikan oleh Eka Murtisari, bagian penaksir
Pegadaian Syariah Cabang Blauran, mengenai pengakuan dan
pengukuran pendapatan dan beban, menyatakan bahwa:

“Pendapatan dihitung saat pelunasan dilakukan, tetapi belum
pernah ada beban yang diakui”

d. Pengakuan dan pengukuran perpindahan kepemilikan.

Penjelasan yang disampaikan oleh Eka Murtisari, dari bagian
penaksir Pegadaian Syariah Cabang Blauran, mengenai pengakuan dan
pengukuran perpindahan kepemilikan, menyatakan bahwa:

“untuk perpindahan kepemilikan yaitu harus melakukan penebusan
terlebih dahulu”

Paparan saudari Ajeng Septianingkusuma selaku kasir Pegadaian
Syariah Cabang Blauran adalah sebagai berikut : (Pada hari Selasa tanggal
2 Januari 2024)

“Dalam hal pengakuan dan pengukuran terkait rahn, kami selaku
pihak Pegadaian Syariah mengakui piutang ketika memberikan pinjaman
kepada rahin, dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima
oleh rahin. Mengenai ijarah, pendapatan ijarah diakui sebesar jumlah
ijarah yang telah ditetapkan oleh kantor pusat, dengan pengukuran
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berdasarkan taksiran barang yang digadaikan oleh rahin. Selain itu,,
biaya administrasi rahin juga diakui sebagai pendapatan administrasi,
vang mana besar pendapatan administrasi kami akui sebesar jumlah
pinjaman sesuai keputusan Kantor Pegadaian. Adapun untuk penyajian
dan pengungkapan terkait pembiayaan rahn, kami sajikan dalam laporan
keuangan konsolidasi Kantor Pegadaian

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, dapat
dinyatakan bahwa dalam praktik akuntansi pembiayaan ijarah di
Pegadaian Syariah Cabang Blauran, pengakuan dan pengukuran biaya
perolehan dilakukan saat barang diterima atau pelunasan, dengan nilai
barang ditaksir. Penyusutan objek ijarah tidak dilakukan oleh cabang ini.
Pendapatan dan beban diakui saat penebusan, namun belum ada catatan
biaya beban yang tercatat. Perpindahan kepemilikan dapat terjadi setelah
penebusan dilakukan terlebih dahulu.

Berikut adalah ilustrasi terkait pengakuan dan pengukuran
pembiayaan gadai oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya:
Pada 19 Desember 2023, Ibu Ira membawa perhiasannya, sebuah kalung
emas, untuk digadaikan ke Pegadaian Syariah Blauran guna menambah
modal usahanya. Setelah dinilai oleh pihak Pegadaian Syariah, ternyata
kalung tersebut memiliki karat 16 dan berat 10 gram dengan taksiran
senilai Rp 6.469.120. Pinjaman maksimum yang dapat diperoleh oleh Ibu
Ira adalah sebesar Rp 5.950.000. Perhitungan biaya penitipan jaminan oleh
Pegadaian Syariah Cabang Blauran adalah sebesar: Rp 6.469.120 dibagi
oleh Rp 10.000, dikalikan dengan Rp 73, kemudian dikali 10 hari, dan
hasilnya adalah Rp 47.000 (yang dibulatkan dari Rp 47.225). Selain biaya
jjarah, ada juga biaya administrasi sebesar Rp 50.000 yang harus
dibayarkan oleh Ibu Ira sesuai ketentuan Pegadaian Syariah. Jika Ibu Ira
menyetujui biaya-biaya tersebut, maka total biaya yang harus dibayarkan
selama 10 hari ke depan adalah Rp 97.000

Berdasarkan contoh kasus di atas, pencatatan jurnal yang dilakukan
oleh Pegadaian Syariah Blauran adalah sebagai berikut:

Perlakuan Akuntansi:
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1. Piutang diakui pada saat menyerahkan uang pinjaman dan menerbitkan

Surat Bukti Rahn yang telah ditandatangani
Jurnal :
Marhun Bih

Rp 5.950.000
Kas

Rp 5.950.000
2. Pendapatan dari biaya administrasi diakui oleh Pegadaian Syariah Cabang

Blauran saat menerima pembayaran biaya administrasi dari rahin, dan
diukur berdasarkan jumlah pinjaman sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh kantor cabang tersebut

Jurnal :

Kas Rp 50.000

Pendapatan adm Gol.B2 Rp 50.000

3. Transaksi Pelunasan :

1) Jika pelunasan dilakukan dalam waktu maksimum 120 hari, maka:

a) Piutang diakui sebagai pengurang pokok pembiayaan
Jurnal:
Piutang

Rp 5.950.000
Kas

Rp 5.950.000
b) Pendapatan ijarah dihitung: 73 / 10 hari untuk setiap kelipatan nilai
taksiran Rp 10.000

Rumus = taksiran/Rp 10.000 x tarif ijarah x jangka waktu/10
=Rp 6.469.120/Rp 10.000 x Rp 73 x 10hari/10

=Rp 47.000
Pendapatan ijarah = Rp 47.000 x 12 = Rp 564.000
Jurnal :
Kas

Rp 564.000

Pendapatan ijarah Rp 564.000
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2) lJika telah habis jangka waktu kredit, dan harus dilakukan pelelangan
dengan harga yang diperoleh:

a. Rp 6.700.000

b. Rp 6.470.000

Jawab :

a. Jika hasil penjualan dari barang gadai melampaui kewajiban nasabah,
kelebihan tersebut akan dianggap sebagai hutang yang harus
dikembalikan kepada nasabah. Ketika proses lelang dilakukan, biaya
lelang bagi pembeli dan penjual ditetapkan sebesar 1% dari harga

barang yang terjual dalam lelang.

Jurnal :

Kas Rp 6.700.000
Utang kepada nasabah Rp 52.000
Piutang Rp 5.950.000
Pendapatan ijarah Rp 564.000
Bea lelang pembeli Rp 67.000
Bea lelang penjual Rp 67.000

Apabila dalam waktu 1 tahun nasabah tidak mengambil haknya,
kelebihan uang yang dimiliki oleh nasabah yang telah kadaluarsa akan
diakui sebagai pendapatan bagi Pegadaian.
Jurnal :
Utang kepada nasabah Rp 564.000
Pend. vang kelebihan lewat waktu Rp 564.000

b. Apabila hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk menutupi

kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban tersebut akan tetap diakui

sebagai piutang nasabah

Jurnal :

Kas Rp 6.470.000
Piutang Rp 5.976.600
Pendapatan ijarah Gol B2 Rp 564.000

Bea lelang pembeli Rp 64.700
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Bea lelang penjual Rp 64.700

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Akuntansi ljarah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/I11/2002 dan Fatwa
DSN No.09/DSN-MUI/TV/2000

A. Mekanisme Prosedur Pegadaian Syariah Blauran
Berdasarkan paparan data yang telah disampaikan oleh penaksir dan

kasir, Adapun prosedur operasional Pegadaian Syariah Blauran adalah :

a) Rahin datang membawa marhun

b) Marhun nantinya ditaksir oleh penaksir

c) Penaksir memberikan tawaran berupa pinjaman serta memaparkan
tentang taksiran marhun serta pinjaman maksimalnya

d) Penaksir membuat akad dan nasabah melakukan tanda tangan SBR
(Surat Bukti Rahn)

e) Marhun kasir yang bertugas akan menahan hasil penjualan dan
menyerahkan marhun bih kepada rahin. Setelah itu, kasir akan
menjelaskan mengenai jatuh tempo dan ijarah yang harus dibayarkan.
Jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah

kepada rahin adalah selama 120 hari atau 4 bulan.

Terkait pelunasan, rahin hanya perlu membawa kartu identitas dan
uangnya ke Pegadaian. Selanjutnya, kasir akan memprosesnya melalui
sistem, dan rahin akan menerima tagihan yang harus dibayarkan. Setelah
membayar tagihan, rahin menyerahkan uang dan dokumen identitas serta
surat bukti rahn (SBR) kepada petugas. Kemudian, Petugas akan
mengambil barang rahin sesuai dengan nomor yang tertera dalam surat
bukti rahn. Tindakan tersebut sesuai dengan implementasi konsep rahn
sebagaimana dinyatakan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-
MUI/III/2002 yang menjelaskan bahwa pinjaman dengan menggunakan
barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Konsep

ini juga ditegaskan pada ayat 1 fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-
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MUI/II/2002 yang menyatakan bahwa melakukan gadai dengan barang
sebagai jaminan utang adalah sah menurut syariah, “murtahin berhak
untuk menahan marhun sampai semua hutang rahin dilunasi.” Sehingga
kegiatan yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Blauran dengan

menggadaikan emas sebagai barang jaminan sudah benar dan sesuai.

Selain menerapkan akad rahn, Pegadaian Syariah Blauran juga
menerapkan akad ijarah. Proses ijab qabul pada akad ijarah di Pegadaian
Syariah Blauran Surabaya terjadi ketika rahin mengajukan pinjaman
dengan memberikan barang jaminannya (marhun) dan menandatangani
surat bukti rahn (SBR) yang berisi perjanjian ijarah. Surat tersebut
kemudian diserahkan oleh rahin kepada kasir untuk mencairkan
pinjamannya. Setelah itu, kasir menandatangani surat bukti rahn (SBR)
tersebut sebagai bukti persetujuan pinjaman yang dapat dicairkan.
Fotokopi SBR kemudian diberikan kepada rahin oleh kasir, sementara
SBR asli disimpan sebagai bukti sahnya akad rahn dan ijarah. Dengan
demikian, Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mulai

memberikan manfaat berupa penyimpanan marhun kepada rahin.

Dalam akad tersebut, terdapat dua belah pihak yang terlibat. Pihak
pertama adalah Pegadaian Syariah sebagai mu ’jir yang menyediakan
manfaat berupa jasa penaksiran, penyimpanan, dan pemeliharaan terhadap
barang jaminan. Sedangkan pihak kedua adalah rahin yang bertindak
sebagal musta jir yang menerima manfaat tersebut. Objek ijarah yang
disediakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran meliputi manfaat
tempat penyimpanan barang jaminan (marhun), serta manfaat jasa berupa

penaksiran dan pemeliharaan barang tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat dan
rukun akad ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran telah sesuai
dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-
MUI/TV/2000.
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B. Perhitungan Tarif Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Blauran

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa
Pegadaian Syariah Blauran telah mengimplementasikan Fatwa MUI No.
09/DSN-MUI/IV/2002 terkait manfaat yang berlaku di Pegadaian Syariah
Cabang Blauran. Manfaat tersebut meliputi penaksiran, penyimpanan, dan
pemeliharaan barang. Pegadaian Syariah menetapkan bahwa barang yang
disimpan haruslah halal untuk mencegah pencampuran dengan barang
yang haram. Manfaat bagi pihak rahin diberikan pada saat penerimaan
pinjaman. Sebelumnya, nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang
mencakup biaya penaksiran. Besarnya biaya ijarah yang dikenakan oleh
Pegadaian Syariah kepada nasabah diinformasikan sesuai dengan lamanya
waktu gadai yang diinginkan oleh nasabah.

Dilihat dari manfaat yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang
Blauran, dapat disimpulkan bahwa manfaat tersebut telah sesuai dengan
Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Pihak Pegadaian telah menjamin
kehalalan manfaat yang diberikan dan menjauhkannya dari barang yang
haram. Hal ini dilakukan dengan tidak menerima barang jaminan yang
haram. Untuk mencegah ketidaktahuan (jahalah) dari pihak rahin,
Pegadaian Syariah memberikan informasi rinci tentang manfaat yang
diberikan dan besarnya beban ijarah yang harus dibayarkan pada awal

akad.

C. Perhitungan Biaya ljarah di Kantor Pegadaian Syariah Blauran
Dari uraian yang telah dikatakan oleh penaksir dan kasir terkait

penyimpanan marhun di Pegadaian Syariah Blauran, biaya yang
dibebankan sebagai ganti atas pemeliharaan marhun telah diatur dalam
fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 3 yang berbunyi,
“Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi
kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan

biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.”
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Biaya pemeliharaan serta penyimpanannya dihitung sebagai ujrah
yang wajib dibayarkan oleh rahin, yang penghitungannya dilakukan tiap
10 hari. Besar ujrah ini sudah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Blauran
Surabaya, dan besarnya bergantung pada kategori pinjaman yang diajukan
oleh rahin. Ini berarti bahwa semakin besarnya pinjaman rahin, semakin
besar pula ujrah yang harus dibayarkan, serta kebalikannya. Namun, hal
ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/II1/2002
ayat 4 yang menyatakan bahwa, “Besar biaya pemeliharaan dan
penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah
pinjaman.”

4.2.2 Implementasi Akuntansi ljarah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran

Surabaya Berdasarkan PSAK 107
Setelah meninjau perlakuan akuntansi terkait pembiayaan ijarah di

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, peneliti akan mengevaluasi
sejauh mana perlakuan akuntansi tersebut sesuai dengan standar umum, yaitu
PSAK 107 mengenai akuntansi ijarah. PSAK 107 memberikan pedoman
terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan

keuangan.

Tabel 4. 8

Perlakuan Akuntansi Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran dan
PSAK 107

No | Perlakuan Akuntansi Kantor Pegadaian PSAK 107
Syariah blauran

1 | Pengakuan dan pengukuran

Pinjaman / kas dinilai

Pegadaian  Syariah  Cabang  Blauran
mengakui pinjaman kepada rahin sebagai
piutang saat penyerahan pinjaman dilakukan
dan diukur sesuai dengan jumlah pinjaman
yang diberikan kepada rahin.

sebesar jumlah yang
dipinjamkan pada saat
terjadi.

Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran
mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa
yang telah dibayarkan oleh rahin setelah
manfaat sewa diserahkan kepada rahin
(Surat Bukti Rahn).

Pendapatan sewa
diakui  pada  saat
manfaat atas aset telah
diserahkan kepada
penyewa.
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Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran
menyatakan bahwa ternyata tidak ada
pembiayaan-pembiayaan yang dilaporkan
kepada rahin terkait pengeluaran biaya
pemeliharaan atau perbaikan.

Pengakuan biaya
penyimpanan  diakui
pada saat terjadinya.

Penyajian dan pengungkapan

Dalam hal penyajian pendapatan atas

Penyajian, pendapatan
ijarah disajikan secara
neto setelah dikurangi

transaksi ijarah dalam laporan keuangan | beban-beban yang

pihak Kantor Pegadaian Syariah Cabang | terkait misalnya

Blauran tidak membuat laporan keuangan. | perbaikan.

Tidak ada laporan keuangan. Pengungkapan,
pemilik
mengungkapkan
dalam laporan
keuangan terkait

transaksi ijarah.

Sumber : Diolah oleh penulis (2024)

Tabel 4. 9

Perbandingan Perlakuan Akuntansi ljarah pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya dengan PSAK No. 107 tahun 2007

No Jenis Jurnal Berdasarkan PSAK Jurnal Pegadaian Syariah Cabang
Transaksi 107 Tahun 2007 Blauran

1 | Pada saat | Tidak ada jurnal Tidak ada jurnal
menerima gadai

2 | Pada saat | (Dr) Piutang Rp 5.950.000 (Dr) Marhun bih  Rp 5.950.000
menyerahkan (Cr) Kas Rp 5.950.000 (Cr) Kas Rp 5.950.000
uang pinjaman

3 | Pada saat | (Dr) Kas Rp 564.000 (Dr) Kas Rp 564.000
menerima uang (Cr) Pendapatan Rp 564.000 | (Cr) Pendapatan ijarah Rp 564.000
pemeliharaan
dan
penyimpanan

4 | Pada saat | (Dr) Beban  xxxx Tidak ada jurnal
mengeluarkan (Cr) Kas XXXX
biaya untuk
biaya
pemeliharaan
dan
penyimpanan
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Pada saat | (Dr) Kas Rp 5.950.000
pelunasan uang (Cr) Piutang Rp 5.950.000
pinjaman

(Dr) Kas Rp 5.950.000
(Cr) Marhun bih  Rp 5.950.000

Sumber : Diolah oleh penulis (2024)

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penerapan perlakuan akuntansi

yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran terhadap

pembiayaan ijarah mencakup standar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 07/UG.2.00212/2012 tanggal 2
Februari 2012 serta Surat Keputusan Direksi No. 84/UG.2.00212/2012 tanggal
30 Maret 2012, Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya memiliki
pedoman terkait penentuan piutang atau uang pinjaman. Pedoman ini mencakup
perubahan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA setiap 15 hari, termasuk tarif
maksimal yang berlaku mulai tanggal 1 April 2012. Selain itu, pedoman tersebut
juga menetapkan persentase penetapan Marhun Bih dan nilai taksiran, diskon
ijjarah, serta biaya administrasi yang berlaku di kantor cabang Pegadaian
Syariah.

Pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran mengakui pinjaman nasabah
setelah nasabah menerima uang pinjaman. Selain pinjaman, nasabah juga wajib
membayar biaya ijarah sebagai sewa atas barang jaminan yang digadaikan.
Pengakuan atas beban biaya oleh Pegadaian Syariah Blauran diakui saat nasabah
melunasi atau membayar biaya sewa yang terkait.

Selain pengakuan atas piutang dan biaya sewa yang diatur dalam PSAK 107,
standar tersebut juga menjelaskan tentang pengakuan biaya perbaikan objek
ijarah dengan persetujuan pemilik. Biaya tersebut seharusnya dibebankan
kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Namun, hasil
penelitian dan observasi di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran
menunjukkan bahwa tidak ada pelaporan mengenai biaya pemeliharaan atau

perbaikan kepada nasabah. Biaya ijarah yang dibayarkan oleh nasabah dianggap
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sebagai biaya sewa atas jasa yang diberikan oleh Kantor Pegadaian Syariah
Cabang Blauran, termasuk penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan
barang jaminan nasabah. Biaya ini telah ditetapkan sesuai dengan taksiran nilai
barang gadai dengan tarif yang telah ditetapkan untuk jangka waktu yang telah

ditentukan.

b. Penyajian dan pengungkapan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwasanya laporan
keuangan untuk Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran terdiri atas:
1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
Laporan laba rugi komprehensif selama periode;
Laporan perubahan ekuitas selama periode;
Laporan arus kas selama periode;
Laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode;

Laporan sumber dana penggunaan dana kebajikan selama periode;

NS kLD

Catatan atas laporan keuangan, yang mencakup ringkasan kebijakan

akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya; dan

8. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan

ketika entitas syariah menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau

melakukan penyajian kembali pos dalam laporan keuangannya, atau ketika

entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya

Penyajian laporan keuangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran tidak
dilakukan secara terpisah dengan Pegadaian konvensional. Sebaliknya, semua
informasi disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi dan dijelaskan secara
terperinci dalam catatan atas laporan keuangan. Penggabungan ini terjadi karena
pencatatan transaksi dilakukan secara langsung secara online, sehingga semua data
transaksi langsung tersedia di kantor pusat.

Berdasarkan penjelasan mengenai perlakuan akuntansi, terlihat bahwa
Pegadaian Syariah Cabang Blauran belum memenuhi sepenuhnya ketentuan PSAK
107 tahun 2007 tentang akuntansi ijarah. Hal ini terutama terlihat pada kurangnya

pembuatan laporan keuangan terpisah untuk mencatat transaksi yang terjadi.
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Dari perspektif teori asimetri informasi, terlihat bahwa Pegadaian Syariah
Cabang Blauran terlibat dalam Adverse Selection, yaitu situasi di mana salah satu
pihak memiliki informasi lebih banyak dalam transaksi bisnis tetapi tidak mau
mengungkapkannya. Hal ini tergambar dari absennya laporan keuangan yang
seharusnya dihasilkan oleh Pegadaian Syariah untuk memberikan informasi kepada

masyarakat mengenai transaksi dan kondisi perusahaan.
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BAB V

PENUTUP
5.1 Kesimpulan

5.1.1 Kesimpulan Tentang Implementasi Akuntansi Jjarah Dalam Transaksi
Gadai Emas (rahn) di Pegadaian Syariah Blauran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah disajikan sebelumnya

dalam bab-bab sebelumnya, dengan menggunakan pendekatan kualitatif,
penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi akuntansi ijarah di
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya telah sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor
84/UG.2.00212/2012. Surat keputusan tersebut mengatur mengenai tarif sewa
modal (SM) di Pegadaian KCA, pengelompokan marhun bih, tarif ijarah,
penetapan persentase marhun bih berdasarkan nilai taksiran, diskon ijarah, dan

biaya administrasi di Kantor Cabang Pegadaian Syariah.

5.1.2 Kesimpulan Tentang Implementasi Akuntansi Jjarah di Pegadaian
Syariah Blauran Berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa DSN No.25/DSN-
MUV/I11/2002 serta Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000

Dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran

Surabaya, prinsip pengakuan dan pengukuran uang pinjaman serta biaya ijarah
telah sesuai dengan PSAK 107. Hal in1 berarti bahwa pada saat terjadi transaksi
gadai emas, uang pinjaman dan biaya ijarah diakui sebagai pendapatan pada
saat transaksi rahn dilakukan, sebesar biaya perolehan. Namun, terkait dengan
penyajian dan pengungkapan, Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya
belum sepenuhnya sesuai karena tidak menyusun laporan keuangan khusus
untuk pegadaian syariah.

Pembiayaan ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya telah
menerapkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/2000 dan No.
25/DSN-MUI/2002. Namun, terdapat ketidaksesuaian terkait besaran biaya
pemeliharaan dan penyimpanan barang dengan ketentuan dalam fatwa No.
25/DSN-MUI/2002. Hal ini disebabkan karena besaran biaya pemeliharaan dan

penyimpanan bergantung pada golongan pinjaman yang diberikan kepada
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rahin. Dengan kata lain, jika pinjaman yang diberikan kepada rahin besar, maka

besaran ujrohnya juga akan besar, dan sebaliknya.

5.2 Saran
Dari penjelasan dan kesimpulan yang disampaikan sebelumnya, peneliti
mengusulkan berbagai saran, diantaranya :

1. Untuk Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Meskipun pegadaian syariah merupakan bagian dari pegadaian
konvensional, disarankan agar laporan keuangan disajikan secara terpisah
untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait transaksi syariah. Selain itu,
diperlukan peningkatan dalam implementasi pengenaan biaya atas akad
ijarah agar sesuai dengan ketentuan pada fatwa DSN-MUI yang menjadi

ciri khas pegadaian syariah, dibandingkan dengan pegadaian konvensional.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti  berikutnya, disarankan untuk mengeksplorasi
perbandingan dalam implementasi akuntansi pembiayaan ijarah antara
Bank Syariah dan Pegadaian Syariah. Hal ini bertujuan untuk memahami
apakah pencatatan akun yang dipakai sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan, serta mengeksplorasi produk-produk pegadaian syariah lainnya
untuk analisis lebih lanjut. Penelitian ini harapannya bisa memberi
kontribusi pada memperkaya pemahaman mahasiswa, akademisi, serta

pihak lainnya yang tertarik dengan produk-produk pegadaian syariah.
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Lampiran

Lampiran I

Pertanyaan Wawancara

AW N~

10.

11.

12.

13.

Bagaimana awal mula berdirinya Pegadaian Syariah Blauran Surabaya?
Apa visi misi dari Pegadaian Syariah Blauran Surabaya?

Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Blauran Surabaya?
Bentuk pembiayaan apa saja yang ditawarkan di Pegadaian Syariah Blauran
Surabaya?

. Akad apa saja yang digunakan oleh Pegadaian Syariah dalam produk gadai

emas syariah?

. Apa landasan hukum gadai emas syariah?

Bagaimana mekanisme gadai emas di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya?

. Bagaimana proses penaksiran gadai emas di Pegadaian Syariah Blauran

Surabaya?

Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan pada
Pegadaian Syariah Blauran Surabaya?

PSAK apa yang digunakan oleh Pegadaian Syariah sebagai pedoman dalam
transaksi gadai emas?

Bagaimana pencatatan akuntansi dalam transaksi gadai emas di Pegadaian
Syariah Blauran Surabaya?

Kapan pihak Pegadaian Syariah memberikan potongan/diskon ijarah kepada
rahin?

Bagaimana cara penentuan tarif diskon ijarah oleh Pegadaian Syariah kepada
rahin?



Lampiran II

PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional

DrAaFE

EKSPOSUR

PSAK 107
AKUNTANSI IJARAH

(REVISI 2020)

Drat Eksposur Inl diterbitkan olen
Dewan Stamdar Akuntars] Syarah
lkatan Akuntan Indonesla

TEI'IQQHDEI'I atas Dral Eksposur Inl dinarapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 30 September 2020
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AL TARS] LR OE PEAK 407 (REWES 220

DREAF EKSPOSUR
PERNYATAANSTANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 107 AKUNTANSI ITARAH

[draf eksposur] Permpataan Standar Akurntonsi Kensngan 107 Akuniensi [iarah
terdiri atas paragral 01-52 |draf eksposur| Permpaigan ini dilenghkapi dengan
Contohl Nustrasi dan Dasar Kesimpwlan yong buken merupakon bagiar deri [draf
eksposur) Fern_l-mm imi. Seluruh paragral dalam [draf cksposur] Perapastaan
i memiliki kekwaton mengatur yang sama. Paragral yang dicetek dengan rarg’
tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip wtama. [draf eksposar] Permyadaan im
Frarrus dibirca dalam kontedks Kerangka Daser Penyusunan dan Penpaiian Laporan
Keuangan Syaniah. [draf eksposur] Permyataen ind tidek wajiid diterapkan pada
sy vang lidak material

PENDAHULUAN
Tujuan

Ol. [draf eksposur] Pernyataan ind bertujuan untuk mengatur pengakuan,
pengukuran, penyailan, dan pengunglkapan transakst fjarah.

Ruang Lingkap

o2 [drafl exsposur] Permyatasn in diterapkan pada transaeksi ijerah slas asel
dan fjarah atas jasa. [dral eksposur] Permyalaan ini tidak beriaku pada sekuk vang
mengrunakan akad jjaral.
[refinisi

a3 Berika adelah pengertian istilah yang digunakon dalem [draf eksposur]
Permypairan imic

Aset fprgh adebah asel baik berwuiud maupan tidak bervwagind pong abes panlineinya
diijmrahkan.

Tiarah adelal aked sewa wniuk memperiuborioen manfsl dan gsed dandataw jasa
dengan pembaparan (ujrah).

Ligreh alas aset adawhah ifarah atas manfaal dan aser.
Tiarah alas jasg adalah ijeral ataes manfas dani jasa
Ligrah epnpniahival Fttgmiik adaleh ijarah dengan wad perpindalon kepemilikan
aset vang diijerafhkan pada sadsl ferfeniu.

Liareh snaus ol 7 el dedemmm el adelal akad ifarah atas suenfaal asel dan/olau jasa
wang pala seal okod hampa disefreiban sifol dan spesiikasimna.

m
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Nilagi waigr adalah harga vang akar diterima priek menjual suatu aset ateu harga
g akan ditrpar eeluk memgalifban sy Febilites dalamm fnensabosi fensfur antara
pelakn pasar pada langgal pergukiran.

Onhiek frangh adalol manfoa? penggumean aset berwujng alau lidak berwaind.

Llang mewkcs (hanrish iddiyeh) adalah jnmiah vang dibeyar ofeh mustajir kepoda ma'jir
atau ajir sebagad bkt kot men untnk meryvewa berong dan m'jirelfan jaso dari ‘ajir.

War'd adahab jenji deri saty pihak kepada pibak Lein untuk melabsenakan sesuaiu,
Karakieristik

04. Iparah atas asel merupakan sewa menyewa asel untuk mempertukarkan
manfaat dan wprakh tanpa perpindahen kepemilikan aset dengan atan tanpa wird ok
memindahkan kepemilikan dard pemiltk {muiir} kepada penyewa {rusta i) pada saat
tertenio

05. Spesifikasl objek fjarah, misalnya jumlzh, ukuran, dan jents. harus Jelas
diketahul dan dissepakat] dalam akad.

o6, Mu'Nr dapat meminta musftajir untuk menyerahkan jaminan dalam rangka
menghindan risiko kerugian.

o7. Musiajir dapat memberikan wang muka (hamish pddiyak) sebagal bukii
komitmen dalam jarah. ika akad 1jarah tidak jads dilakukan:

() discbabkan oleh musta’ir, maks uang miiks tersehis dikembalibean kepada mausta’ e
selelah dikurangt biaya ril yang dikeluarkan oleh e, Jika uang mubka lebih
kecll daripada blaya rill yang dikelearkan oleh e i apr, maka mo ie'air dapat
meminta gantd regl kepada sewesta’ir.

(b} disebabkan oleh mewr/apr, maka wang muka dikembalikan seluruhnya kepada
muRalir.

08, Dalam fjarak muntakiyah biftamitk, perpindahan kepemilikan aset yang
digarahkan darl mmujr kepada mewstaiir dilakukan jika akad 1jarah telah selesat, dan
kemisdian dilakiskan akad perpindshan kepemilikan sset melakiol hilbah st jual bell

9. Dalam (ferah maushufah i gl-dzimemal #las aset, objek Jarah hares diuraikan
dengan jelas dan terukur spesifikasimya. yang mana objek 1jarah diperkenankan belum
menjad] milik rmair saat akad dilakukan dan mw i haros memailikl ke uan
uniuk mewwhedkan menyerzhkannya, serta wakiu penyerahan dmtmsaulylﬁ.m'a
haruss disepakat] ketlkz akad Sedangkan dalam akad (ierah mawshefioh i al-dzinmermah atas
Jasa, harus diketahul femls, spestfikas], ukuran pekerfaan, dan jangks waktu pengertaan
jasa tersebut
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PENGAKUAN DAN PENGUKURAN
ljarah atas Aset
Abarsdansi Mu'fir
At [parah
ra. Mu'jir menpakwi aset ijgral pada soat aser iferah diperoleh sebesar Maya
.

11. Blaya perolehan aset Jarah yang berupa aset telsp mengacu ke PSAK L&
Asef Tefap, properti tnvestas! mengacu ke PSAK 13: Properft Investasl, dan aset tidak

berwiujud mengacu ke PRAK 19 Asef Takberwgug.

12 Asel ijjarab diswsrikan alay dismortisasi, jika berupa aset yang dapal
disusutken alay diamorfisasi, sespal dergoer kebijokan penyusuten alau amor tisasi
rriwk asel sejenis selama upwr ranfaermyg.

13. Pengaturan aset arah yang tidak diatur secara spesifik dalam |draf eksposir]
Pernyataan ind untuk aset fjarah yang berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16: Asst

Tetap, aset lfarah yang berupa propert! investasi mengacu pada PSAK 13: Properti
Irvestiess, dan aset fjlarah yang berupa aset takberwujud mengacu pada PSAK 19: Asst

Takberwued, serta PSAK 48: Ponurunan Nilad Asef unfuk pemerunan nflal stas asef
Yjarah. Pemerapan PSAK tersebut harus disesualkan dengan prinsip, karakieristik, dan
istllah transaksl syariah.

Pendapatan dan Beban

I4. Mu'jir mengakni perndepalan jjarah secara gonis lurus sejak asel ijarah
fersedia waluk musta’jir sommpad el ekod,

15. Pengakuan pendapatan flarah memperhitungian insentif yang diberikan aleh
mujir hepada mrusta .

1&. Jika besaran wineh tidak bersifat tetap atau besaran wineh disesuatkan secara
berkala selama masa akad, maka Jjumlah pendapatan Ijarah di paragraf 14 akan
mengalaml penyesualan secara berkala selama masa akad.

17. Plutang pensdapatan flarah divkur sehesar nilal yang dapat direalisastkan pada
akhir pertode pelaporan.

18 Mu'jir memgekui hak unink menerima kompensasi afos penghention akad
pierah sehagai pendapa e

19 Kettka terjadi penghentian akad |jarah atas aset, maka mufir mungkin

memperoleh kompensasl dard musia e dan pihak lain, Mudr mengakud hak untuk
menerima kompensasl tersebut sebagal pendapatan.
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Perpindahan Kepemilikan

20, Podda saad perpindahan kepemilikon objek ijerah dari mu'jir kepada

musta‘fir dalam ijjarah muntahiyah bittamlik dergan @

fa)  hibah, maka ma'jir mengakwi uwmiah tercatarl objek ffarah yang difibafkar
sebagar beturm; atan

(b)) penfmglan, maka mu'jir mengokui selisik antera erga jual dan jumbah tercebat
eljek ijerah sehagai keuntungan alaw kerugian;

Akuntansi Musta'jir
Beban

21. Musta'fir mengakni beban ijeral secara ganis lerus sejak asel forah tersedia
wreink muasta'jir sempod akhdr akad,

22 Pengakuan beban ijarah memperhitungkan insentif yang diterima oleh
FRLsla i

23, Iika besaran ufreh tidak bersifat tetap atau besaran uprah disesualkan secara
berkala selama masa akad, maka jumilah beban flarah di paragraf 21 akan mengalami
penyesualan secara berkala selama mass akad

24. Musta'jir mengakui kewajiben pnink memberikan kempensasi atas
penghertian akad ijerab sebapoi beban.
25. Ketika terjadl penghentian akad 1jarah atas asef, maka mussta’dr mungkin

miemibrerikan kompenszasl ke mu e Musta e mengakis kewa)than wuntek memberikan
kompensasi tersebut sehagal beban.

Perpindahan Kepemilikan

26, Pada saatl perpindabhan kepemilikar objek ijerak darn mu'jir kepoda
musta‘jir dalam ijjarah muntahiyah bittamlik dermgan can:
(@) Ribah, rmoko muosta’ jir merprkui asel dan pendapaten sebesar milai wajar objek
ijrrah parg diterima; alay
(b))  pembelian, make musta'jir mengakuwi aset sebesar nilad wajar objek ijerab ypamg
dilreli
Tuwal-dan-Tljarah
27. Tramsalkcs jual-dan-tfjarah hares merupakan transakesd yang terpisah sehingga
harga jual harus dilakukan pada nilai wajar
28, kg suatw entitas meniual objek iferah kepada entitas Lain, den kemudian
mengaknl keunlunpen afoy kerugian dani perjialan obiek ifanah dan kemudiar
menerapiurn perigkuan aiunlans masta’jir.

29. Keuntungan atau kerugian yang timbwul darl transaksi jual-dan-ijarah tidak
dapat diaked sebagsd pengurang stz penambah beban fjarzh.
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Tiarah-Lamjul

20, ik entitas mengijeraikan ebih lanjul kepoada entilas lein alas asel yang
sebefummya difjarah dan mu'jir, maka entites meneraplkan perlakuan alunlansi
mu'fir dan akeriansi musta'jir delam |draf eksposur] Permyadasn ini.

31. Perlakimn akuntans) sresta ir diterapkan pada transaks] amara entitas (sehagal
mustajir) dengan muir; dan perlakuan akuntans] sl diterapkan pada transaksi
amntara entitas (sebagal muir) dengan pihak mustair akhir Dalam konteks 10l entitas
bertindak sehapal prinsipal, bukan sebagzl agen darl e i awal dan ruestair akhir.

Ijarah atas Jasa

32. Iparah atas jasa yang dilakukan emtitzs dapat dikelompokan menjads:

{a) ljarah atas jasa secara langsumng yaitu fjarah atas jasa yang mana entitas sendin
yang memberiikan jzsa kepada mrestaliir;

(b} Ijarah atas jasa secara tidak langsung yaltu ljarah atas jasa yang mana entitas kain
yang memberikan jasa kepada mrestaliir.

Abkarntansi Ajir
[jarzh atzs lasa secara Langsung

33 CAjir smerpoekni perdipaian jurrah selamg masa pemberian josa berdosarian
Eemvaiuan jasa yang diberikan

34, Metode yang dapat digunakan untuk menguiur kemajuan jasa yang diteriican
entitzs terhadap penyelesalan pench yaitu metode masukan {input mefhod) dan metode
kxliaran (oufpuf method)

35. Dalam metode masukan, entiias mengabo berdasarkan usaha
#tzw Input yang telah dilakukan entlias secara terh perkiraan total ipit
vang harus dilakikan entitas untuk memenubhi kewafibannya. Input tersebut, misaloya,
sumber daya yang dikonsumsl, Jam tenaga kerja yang dibebankan, iaya yang terfadi,
waktu vang berlalu, atan Jam mesin yang digunakan. lika input yang dilakukamn entitas
adalah merata selama akad, maka entitas dapat mengakul pendapatan dengan dasar

gars lurus.

36 Sedangkan metode keluaran mencakisp survel pelaksanzasn yang diselesalikcan
sampal saat I, pentlalan atas hasil yang dicapal, tonggak yang dicapal (mrlestone], dan
waktu yang berlalu
[jarzh atzs Jasa secara Tidak Langsung

37 'Ajir mengakui perndapatan ijaral secara goaris lurus sefelah muasta'jir
menerima josa dari entitas laim sampal akchir akad.

3. Aprmengakul pensdapatan fjarzh dalam “fjarah atzs jasa secara tidak lang=ung™
secara nebs sebesar selisth antara jumlah yang ditagihkan kepada muwsta e dan jumlah
vang dibayarkan kepada entitas lain yamg memberikan jasa.

.
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Penghentian Akad

39 Ajir mengakwl hok watuk mercrima bompenasasi algs penghertian akad
ijarah sehagal pendapatan.

40. Ketlka terjadi penghentizan akad 1jarah atas jasa, maka ‘apfr munogkin

mempendeh kompensasl darl mustair dan pihak lain. Apr mengakul hak untukc
menerima kompensasl tersebut sebagal pendapatan.

Akuntansi Musta’jir
41. Mustafir mengaiwi beban ijarah secara garis Turus sejak muosta'jir seulai
MTEPMETI ML _UEEQ SAmhl selesminyg jasd.

42, Mustair mengakul beban fjarah atas jasa sejak molsl menerima jasa darl ajir
dalam fjarah z1as jasa secara langsung, atau darl pthak lain dalam fjarah atas jasa secara

tidak langsung. sampal dengan selesainya jasa.

43, Musta'jir mengakwi kewajiben wntwk memberikan kompensasi alas
penghenfian akoad ijerah sebagmi belan.

44. Ketika terjadl penghentian akad jarah atas jasa, maka mustair mungkin

membrerikan kompensasi ke @jir. Musta)lir mengzkui kewa)iban untuk memberikan
kompensasi tersebut sebagal beban.

PENTAITAN
ljarah atas Aset

45. Muirmenyafikan pendapatan fjarah atas aset secara bruto di laba regl. Undukc
L M yang akan entitas kewangan syariah, pendapatan fjarah atas aset disajikan
secara mebe sebelah beban terkait df laba rugl
Ijarah atas lasa

44. Dalam fjarah atas jasa secara langsung, iofr menya)lkan pendapatan fjarah
secara brubo di laba rugl

47. Dalam fjarah atas jasa secara tidak langsung, apr menya)ikam:

{z) Selisth antara jumlah yang ditagihkan kepada musta jir dan blaya aias jasa yang
disedlzkan olch entitas lain sebagal pendapatan tangguhan di labdltas.

(b} Pendapatam ijarah secara neto setelah beban terkas di laba rugl.

Kompensasi atas Penghentian Akad

48. Muir menyajikan pendapatan kompensasl zias penghentian zkad flarah secara
terpisah darl pendapatam Jarah.

439, Mustajr menya)ikan beban kompensasl atas penghentizan akad fjarzh secara
terpisah darl beban garah.
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PEMNGUMNGEAPAM

50, Mu'jir mengungkapkan dalam laporan kewangan hal-hal berikiet terkait
transaksl flarah atas aset, tetapd tidak terbatas pada-
{a) Penpelasan umum i1 akad yang signifikan yang meliputl 1.eta:|:ll Hdak terbatas pada:
(1} Jumlah dan tahun pembayaran sampal akhir akad;
(1) Keberadazn wail pengalihan kepemillkan dan mekanisme yang digunakan
(fika ada wai pengalihan kepemilikan ke meustaliirk;
(11} Pembatasan-pembatasan, rulsa]nﬁl,la:ah -lamjut;
) Aguna.njra.n,g digunakam (fika ada}
(b \lﬂﬂpemlehandmakmnulaslpﬂnﬂ.ﬁumalaummﬁnunmkmuapkﬂmpnk
aset jarah;
{c) Keberadzan transaksi jual-dan-fjarah (jlka ada).

51. Mustalir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal bertiut terkalt
transzaksl ljarah atas zset, tetapl tidak terbatas pada-
{a) Penjelasan umam is1 akad yang signifikan yang meliputl tetapl tidak terbatas pada:
(1) Jumlah dan tahun pembayaran sampal akhir akad;
1y Keberadazn wald darl mujir untuk pengalihan kepemilikan dan mekandsme
yang digunakan (fika ada waid dar muir untuk pengalihan kepemilikan);
(11} Pembatasan-pembatasan, misalnya Jarah-langut;
(v} Agunan yang digunakan (fika adalk
(k) Keberadaan transaksl jual-dan-fjarah dan keuntungan atau kerugian yang diakos
{Jika ada transaks] jual-dan-Harah).

KEETENTUAN TRANSISI

52. |draf eksposur] Permyataan ini diterapkan secara prospekiif dengan ketemiuan

sehagal berikut:

{a) [draf eksposir] Pernyataan inl diterapikan pada akad fjarah yang masih berfake
saat awal penerapan [draf eksposur] Permyataan ind;

(b)) Dampszk perubahan kebljakan akuntans! sebelumnya atas akad fjarah di (2] diaku
saldo kzha swal penerapan [draf eksposur] Pernyatazmn nd.

TANGGAL EFEKTIF

53. |draf eksposur] Peroyataan inf berlaku efeltif untuk laporan kewamngan yang
dimmslal pada ataw setelah 1 Januar 202 1.

FENARIEKAN

54. [draf eksposur] Pernyataan inl menggantikan PSAK 107 Akuntansd Jansh
vang dikeluarkan pada & lanuar] 201 6.

-

Hak Clpta & ZOC0 IKATAMN AKUHTEAN IHDOHE A 107.7
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tisticnal Shana Boerd - Indonasiam Coosecil of Uk

Sekretarist 1 Masjid vbglal Kemer 12 Temes 'Wigya Kussmi, Jakiets et 10710
Telp (0T 1 p A3 3% YT Fan 037} 1d40ERY

FATWA
DEWAN SYART'AH WASIOMAL
W0: 2 DEH-MULTV 2000
Teotang
PEMBIAYAAN ITARAH

e

Diewan Svari’ah Nasional setzlah

Menimhang

[

babwa keburuhan masyarakat unuk memperoleh manfaat suam
barang sering memerhakan pihak lin melahn akad §arah, yaim
akad pemindahan hak guna (manfaaf) afas suatu barng dalam
wiki terfenty dengan pembayaran sewa (ujag), anpa diikut
denman pemindahan kepemilikan barane it sendir;

babwa kebutohan masyarakat unfuk memperaleh jasa pibak lain
mma melakukan pekerjaan tertentn melahy akad fjarah densan
pembayaran upah (wrahfes);

babwa keburuhan akan jarah kini dapat dilayani oleh lembaza
keuangzan syari“ah (LECS) melahn akad pembiayaan ijamah;
babwa agar akad tersebin sesuai denean ajaran Islam, DS
memandang perfn menetapkan farwa tentang akad djarah umtok
dijadikan pedoman aleh LES.

Firman Allah Q5. al-Zukhnaf [43]: 32:

g B . EFea-are e lra s o8 - cas Tar Toga¥

2 ope moem e I o
l.,zu'_‘mud_ﬁ-iln_n’b-j:u:u g pgirn L;:J_,,{l_.id.h
CoE *_..-..’:..5 P 4os oa. oo
_u::.a;._ul.-.ff;.!‘lum),:%
“Apakah mereka ymg membagi-bagilnn rafmar Twhanmu?
Egmi relgh menenmkm antara mareks pemehidupan marekr
dalam mehidupan duniz, dan Komi relah meninggikan sebagian
meTekr atar rebagian yang iom bebergpa dergiat, apar seba-
Fim mereka dapal mempergumabm ebagian yang Lmn Dan
rakmurr Tuharmu lebih baik dart apa yarg merera umpulbm. ™
Firman Allah 5. al-Bagarah [2]- 233:
am® o ale. o e T etelef ar as Cfam.tt
AR s 20 S e LYY et O 20 il
s DAL B O Ay o 1428 ey, TG
"D jika komu ingin anabmu disuslmn oleh GRENE dain,
tidat dora baogtmu apabils kamu memberiban pemboyaran
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[}

‘mEnLTLT Yang panr. Berirgwaiah kepada Allzh; dan ketohuilah
batrwa 4iloh Maha Melthat apa yang ke kerjokan. ™

Firman Allah Q5. al-Qashash [28]: 24:
fop b SO S e D IR T Rl 6
: - . : o
e
“Falah segramg dori kedua wamite i berkare, Hal gpohiu!
Ambdiizh 1a rebagai orang yang bekevja (pady Kra) orena
senmggnhnya orang yang paiing baik yang bomu ambil wernk
bekerja (pada Kita) adolzh orane yamg Bun e dapar
dipercaya
Hadis rwayat Ibn Majah dan Thim Umar, bahwa MNabi bersabda:
= . B
oy im. O g8 A
“Berikaniah upah pekeria sebelum beringatme kering.”
Hadis fiwayat *Abd ar-Razzaq dari Abo Hurairah dan Aba Sa'id
al-Fhuadr, Nabi s.aw. bersabda:
A T R R e
"Barane sigpg mempekejotan  pekeria,  beritahuwhrniah
iy,
Hadis riwayat Abu Dand dari 5a'd Tbn Abi Waqqash, ia berkata:
;1.1. faliy 5N G LA ‘_,_J..r L.,L,,;m G_;;. k'3
L._,ﬂ,._ﬂ:f'h,-ﬂ[,ﬁpm I_g.,a.ihj,.u (R g
et " N 1.‘.‘,';.. ..j
"Eami perngh megewmim ramah dmgfm .l’ﬁm'amru sl
pertanignnya; maka, Rarulullah melorang kami melabukan hal
tersebut dan memermighiom agar fami menyavaRmnma dengan
EMas g perak "
Hadis Mabi riwayar Tirmidzi dari 'Am:hi:l‘iui"
uf_},tjmrfm L*.lll];;}ﬁ;.fl.d
Tl o e 3 b ) | s e U!‘-L'"‘]J'

"Pardamaian dapar dilatubom & outara keam musiinin ol
peTdamaian yang mengharamkam yang halel oty menshalalom
ymg haram; dan koum musimin deriko demgan [yarar-syarar
mareky kecuall syarar yang memghoromben yang holal atau
mamphalalimn yang horam. ™

Dynezn Syarrah Nasiomal MTT
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8 D[ma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa
o Kaidah figh

Memperhatikan

;B ".-'.-a!.-"_"‘i 2. = Coeeal . T B
i e s B o o o
"Pada dasarmya, semua bemtuk mugmaich boleh diahuikem
Becuali ada daltl yang mengharamkanmya.
el L o it aelid 5
"Memghindarkam  mgitader  (eowsakan,  baohaya)l  harus
didafulukon atas mendarargton kemasiafaan. "

Pendapat peserta Fapat Pleno Dewan Syar'ah MNasional pada han
Eamis, angzal § Muhamram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSEAN

Menstapkan . FATWA TENTANG PFEMBIATAAN ITARAH
Parrama - Fukun dan Syarat Harah:

L

[

[}

Sighat Harah, yaita fjab dan gabul berpa permyataan dar kedua
belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau
dalam henrok lain

Pihak-pihak vang berakad: terdin atas pemben sewapemben
jasa dan penyewa pengzuna jasa

Cyek akad fjarah adalah :

. manfaat barang dan sewa; atau

b manfaar jaza dan upah.

Kodua - Ketenmuan Obyek Harah-

L

[

[}

Oryek fjarah adalab manfaat dari pengpumaan baane dan‘ata
jasa.

Manfaat bamang ataw jasa barus bisa dipillai dan  dapat
dilaksanakan dalam kontrak

Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolshkan (fidak
diharamkan).

Eesanzpupan memenohi manfaat haros myata dan sesual dengan
syam ab

Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian ropa umnok
menzhilangkan  jahglah  (ketidaktalian) yame  akan
menzakibatkan senzketa.

Spesifikasi manfaat hamos dinyatakan denpan jelas, termasuk
jangka waktmnya. Bisa juga dikenali denzan spesifikasi atau
identifikasi fisik.

Sewn atau upah adalah sesuatn yang dijanjikan dan dibayar
nasabah kepada LES sebazai pembayarn manfaat. Sesuat yans
dapat dijadikan harpa dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa
atan upah dalam Garah

Dwneazn Syariah Nastomal MTT
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8. Pembayaran sewa atan upah boleh berbeniuk jaza (manfaat lain)
damn jenis yang sama denpan obyek kontrak.

0 Eelenfuran (fecbilin) dalam menentokan sewa atau upah dapat
diwujudkan dalam ukuran wakha, tempat dan jarak.

- Eewajiban LES dan Nasabah dalam Pembiayaan Harah

1. Eewajiban LES sebagai pemberi manfat barang atan jasa:
a2 Menyediakan barane yape disewakan afan jasa yamg
dzberkan
b Menanpzung biaya pemeliharaan baranz.
€. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan
1 Eewajiban mazabah sebagal penerima manfaat barans atau jasa-
a Membayar sewa atan upah dan berangzung jawab ummok
menjaga keumhan barang serta mengpunakanmyn sesuai
konirak.
b Menanpzung biaya pemebhaman baranz yape sifatoya
ringan (Gdak matersl).
¢. Jika barang yang disewa mosak, tukan karera pelanzraran
dan pengmumaan yane dibolehkan, jupa bukan karera
kelalaian pihak penenma manfaat dalam menjazamya, @
tdak berangzung jawab atas kemzakan tersshut

© Jika salah cam pihak tidask memmaikan kewajibanmya atan jika

terjadi perselisihan di antam para pihak, maka penyelesaianmya
dilakukan melalni Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melahii omsyawarah
Dtitetapkan di  : Jakarta
Tanggal - 08 Mubamam 1421 H
13 Apml 2000M

DEWAN 5YART AH NASIONAL
MATELTS ULAMA INDONESIA

Dvneen Syariah Nasfonal MTT
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUT
Tl Hwsmia o = fionesiam Covmpoil ol Ll

Hekredurmad ; Maxjd |steglal Kamar 12 Tamas Wipya Kussme, lakaste Pusai 10710
Felp i U A LD Fam i3 VDR

FATWA
DEWAN SYARTAH NASIONAL
Momer: 23DEN-MULTIT 02
Temtanz
FAHN

e i
Dewan Syariah Nasional setzlab,

Menimbang : a  hahwa salah sam bemmuk jasa pelyyanan keuansan yang
menjadi kebarohan masyarakat adalah pmjaman dengan
menrzadaikan bamnpe sebagal jaminan ufans;

¢, bahwa agzar cara tersebut dilakukan sesual dengam
prinsip-prinsip  syar’ah, Dewan Syarish Nasional
memandang perfu mensfapkan fatwa unmk dijadikan
pedoman tentang Rofm, yaitn menahan barang sebagai
jaminan afas wiang.
Mengngzat : 1. Finpem Allab, (5. Al-Bagarah [2]: 283:
EE P T L - B "o
- g e B LS (e 3 A L&J-‘rif'-"',,s
"Dan apabila bomu dolam perjalonan sedang kamu
tidak memperoieh seorang Jury fulis maka hendakiah
1. Hadis MNabi nwayat al-Bukhari dan Muslim dar “Aisyah
r.a., i berkam:
@ oy P - % = FIRT  I i_"
RO B ST R ER 3 S ol
J..-J.:-Jh'_,_u _,,J.L]:-lﬁh.‘-. ,;_;Jﬁ
"SesumgEuimya Ra:u.n'm'm.& Law. parmat  membeli
makanan dengan erutme dart seoramg Fahudi, dan
Nabi menggadarkan sebuah baiu besi kepadamya. ™
3. Hadis Nabi owayat al-Syafi'l al-Damquiimi dan T
Majah dan Abu Huraimh, Nabi 5.2 w. bersabda:
dﬁ,ud:“_.;ux.,.u IR G Y
o
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kh

"Tidak terlapas kepemilifkom baramg padai dari pemilik

wng memgpadaitanmya. Jo memperaieh magibo dan

MA@ EENRE resikomr "

Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muoslim dan al-

Nasa'L, Nabi s.a.w. bersabda:

"I_‘_,_;._; :f"_h :J], ‘L’-';;.; UL;:. 1_-»% _;-_:-- ;- -'J‘.: n.'_!.
N e oL e ,_b'..,,' e Ty g
AN Loy ST el Loy U IS

Timgeangan  (kendaragn) yang dipadakam  boleh
dmaifs dengmm memamggung bigyama dan Sinmang
ternak yamg digadaikan dapat diperah surisien demgan
menanggung  Biqyaqya.  Onmg  yang I
bondaramm  dam  memerah  Gusn fersebur wgiih
manangeung bigya perawatan dan pemeliharaan.
Tjma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Fahn (al-
Zuhaili, o-Figh al-Iriami wa ddilmhn, 1985, V- 181).

Eaidah Figik:
B o e

M

Pada dasamya sagala bentuk muamalat beleh dilakukan

k=cuali ada dalil yang mensharamkannya.

Pendapat Ulama tentanz Fahn antar lain:

- T T T S ey at.

e

Mengenai daiil Jma’ wmmar Ilom sapakar (fma’)

Bbatrwa secara gariz besar akad rahn [padelpenjaminan

utang) diperbolehkan

Lemeit 2 %o oGt w e o od o

G i e LI O i 5 2

Pemberi podai boileh memanfhattan boramg  godad

secarg pemuhl sepanyany Gdab mengoibarkam

barimrangmya (i) barame gadar sersedut

P - erly - o ad -5 o % s8] reras | fa

G U g (3 F e B e

By - om o

o o e

Devar Syart ok Namiosal MUT
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b

Menstapkan

Mayoritas [lama selain mazhad Hanbali berpendapar
baftwa pemerima godo tidak boleh  memophatkan
barang gadar soma sekai .

Pendapat peserta Fapat Pleno Dewan Syar'ah Masional
pada hari Kamis, 14 Mubamam 1423 H.' 28 Maret 2002
dan hari Faba, 15 Babiul Akhir 1423 H. /24 Juni 2002
MEMUTUSEAN

FATWA TENTANCG RAHN

Pertama ! Holmm
Hahwa pinjaman denpan mengradaikan barang sebazai
jamman utanz dalam benfuk Rohn dibolehkan denzan
ketenfoan sebazai berikuf

Kedua : Ketentnan Umnm

L

Mirazhin (penerima barang) mempumyai hak umnik
memshan Marfun (barang) sampai semua ung Ko

(yang meoyerabkan barang) dilunasi.

Marhem dan moyheopa tefap menjadi milik Rahin
Pada prinsipnya, Marium tidak boleh dimanfaatican oleh
Adirezhin kecuall seinin Bafin, denzan tidak menmurangi
nilai Marfem dan pemanfastannya it sekedar pengzamt
hiaya pemeltharman dan perawatanmya.

Pemeliharaan dan peryimpanan Mariun pada dasamya
menjadi kewajiban Rahin, namon dapat dilakokan jug
oleh Murighin, sedangkan biaya dan pemelibaraan
penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahim.

Besar hiaya pemelifharamn dan penyimpanan Mo
tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pirjaman

Penjualan Marhun

a. Apabila  jamh :P.mpc-. Mirtahm hanss
memperingatian  Fafin unuk segera mehmasi
utangya.

b. Apabila Rahin t=fap tidak dapat mehimasi wanenya,
maka Marhwn dijpal paksa'dieksekos melahsi
lelang sesuai syariah

c. Hasil penjualan Aarhun dipprekan untok mehmasi
ulang, biaya pemebharaan dan pemyimpanan yang
behum dibayar serta biaya penjoalan

d. Felehihan hazil penjualan menjadi milik Rofin dan
kekuraneannya menjadi kewajiban Bahm

Katiga :  Ketentuan Penntup

L

Jika salah safo pibak tdak memmaikan kswajibanmya
atau jika terjads perselisihan di anfara kedua belah pikak,
maka penyelesaianmya dilakukan melali  Badan
Avhirase Syari’ah setzlah tidak tercapal kesepakatan

Deware Syart ok Wasiesal MUT
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melalui pusyawanah.

Farwa ini berlaku sejak tanggal ditstapkan denzan
ketentian jika di kemmdian har temvata terdapat
kekelinan, akan diubah dan dxsempumkm sebazai-
mana mestnya.

[ =]

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanzzal - 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 i 2002M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

”"’ ' -
"“‘/ Prof. Dr. HAL Din Syamsuddin

Dewan Syari’ak Nasiona! MU
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Lampiran III

Foto Saat Mencari Data di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya

B TG G TS NI S TG TGS
PRI ANNPPN ‘ .
= P A
CHBMGUNT:  CPS BLAURAN gy | el ¥
R | G ¥ Y (]
@ A
o: 60398-23-02-007912-2 : &4

OF SIS
BRI ALTFIA WURTASS
ML BARGUNREID 6/31 RTTRN: 012208 ROOEACS
0175 DUt

O Zs

NOMGRTRANERAAN o o

KETERANGAN MARHUN
SATU ARTING $35 DITAISIR PERIASHR EXDS 16 DUGAT BERAT 0.59/0,55 GRAN 118

s fp, 377,803, NORHPER A In;].
m B 360,080, i B2y o o
1164 BATUS EN PULLR RIGU RUPTAH ‘ % “} { |
o A1 HRARAT s T %
. ,
AT R, s YP\'W\_‘ ok, T h
T 025544601 gyt et e )



Lampiran IV

I1.

Daftar Riwayat Hidup
Identitas Pribadi

Nama : Nanda Alifia Nurjanah

NIM : 200502110036

Tempat/Tgl lahir: Surabaya, 02 September 2002
Pekerjaan : Mahasiswa

Email : nandalifia02@gmail.com

Alamat : JIn. Dupak Bangunrejo VI No.31, Kec.

Krembangan, Kota Surabaya

Riwayat Pendidikan
- Tamat SDN 1 Sumput

- Tamat SMPN 24 Surabaya
- Tamat MA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya

104



Lampiran V
Jurnal Bimbingan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 200502110036

Nama : Nanda Alifia Nurjanah

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Dosen Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Le., MA

Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI DARAH DALAM TRANSAKSI
GADAI EMAS DI PT. PEGADATIAN SYARIAH CABANG BLAURAN
SURABAYA

JURNAL BIMBINGAN :

No Tanggal Deskripsi A;(r::::nlk Status
1 29 September P '_ h 5 terkait bagai N p ". isi prc_)posal bab 1 Ganjil S\_Adah .
2023 mulai dari latar belakang h faat p 1 2023/2024 Dikoreksi
2 | 3034 RevisiBabil53 Sooa2024 Dikoeeksi
3 iog?emher Revisi Hasil Seapro 20(;‘;5-5}2024 ls)‘i‘l‘:g:‘cksi
4 ‘.z’(l,zl:"ebruari Konsultasi terkait hasil penelitian g)e;;goz4 SD‘-'::greksi
s | Boaa Reyasibab 3 20332024 Dikoreksi
6 | 7Marct2024 | Revisi Bab 4 dan Abstrak e S Sucah
7 | 13 Maret 2024 | Acc Bab 4-5 Senap i Sl
8 | 14 Maret 2024 | ACC File Skripsi g(f:?;goz i ls)‘i‘:::‘eksi

Malang, 14 Maret 2024

Dosen Pembimbing
fe. lang.ac. 13 172

472124, 215 PM Print Jurnal Bimbingan Skripsi
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Lampiran VI

Perizinan Penelitian

Pegadaian
Surabaya, 27 Oktober 2023
Nomor :413/00112.10/2023
Lampiran -
Urgensi s
Kepada
Yth. Fakultas Ekonomi
Universitas Istam Negeri Maul. Malik ibrahim Mal
Di
Malang
Hal : Surat izin Penelitian
Sehubungan dengan surat d N &usm&wmwxmwnmzmm
sepertl tersebut pada pokok surat, dengan inl diberitahukan hal-hal i berikut :
1. Diberikan ijin penelitian tersebut dilaksanakaan pada bulan Oktober — Selesal
No Nama NPM Program Studi
1 Nanda Alifia Nurjanah 200502110036 Akuntansl
Mah Progr Studi Ak i, Fakultas Ek i, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
brah Malang, untuk lakukan Penelitian dal hi kewajiban mata kuliah pada “PT

Pegadai. (Gﬂ ) Surabaya”™.

2. Pcncllﬂmhldapadllah.tnahm lethnung mulai lwhn Oktober s/d Selesal.

3. s P k para i diwajibkan terlebih dahulu melakukan
transaksi salah satu produk yang ada di PT Pegadalan, kemudian bukti dari transaks! tersebut

dlscnhbn hpada badan Humas Kanwu X1l Surabaya.

4. Py lith k da para mahasi agar selalu mematuhl
peraturan/tata tertib yang berlaku di PT Pegadalan dan kepada yang bersangk tidak diberikan

5. Hasll Penelitian hanya di L untuk hi syarat kurikulum dan tidak untuk dipublikasikan
atau umulz hpomlnpn laln

6. Selanjutny P hasi wn(b«unﬂuunayr 8 ghadap bagian H Kanwil X1
Surab untuk dapatkan penga /penjel lebih lanjut.

Demikian untuk diketahul dan digunak bagai

PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah Surabaya
J. Dinoyo No.79 T +62 31 567 5204
Surabaya 60265 F +62 31 566 5213 www.pegadaian.co.id
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Lampiran VII

Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan :uUP2ZM

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Nanda Alifia Nurjanah

NIM : 200502110036

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi . ANAI.IS[S IM‘PLF.I\IENTASI AKUN'I:ANSI IJAR‘AH D;A!.AM TRAN ';‘\KSI :
GADAI EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasi tersebut dinyatakan LOLOS PLAGIARISM dari

TURNITIN dengan nilai Originaly report:

SIMILARTY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATION | STUDENT PAPER

19% 19% 5% 5%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kep yang ber
untuk diper; | i i

an va.

Malang, 2 April 2024

Rohmatulloh Salis, M.Pd

b fo.uln-malang.ac 13765/1462




